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BABI 

PENDAHULUAN 

1. Permasalahan: Latar Belakang dan Rumusannya 

Pada jaman sekarang ini di mana kemajuan berkembang sangatlah pesat baik 

itu ilmu pengetahuan dan teknologi, setiap manusia dituntut untuk bergerak cepat 

jika tidak ingin ketinggalan dengan orang lain. Demikian halnya dalam memenuhi 

kebutuhan hidupnya, setiap orang bersaing untuk mendapatkan penghidupan yang 

layak, tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa pertumbuhan manusia juga 

berkembang sangat pesat apalagi di kota besar. Semua orang berusaha mencapai 

kehidupan yang layak dengan mendapatkan pekerjaan dan penghasilan yang 

setidaknya mampu mencukupi kehidupan dirinya maupun keluarganya. Untuk itu 

diperlukan kemampuan ( skill ) dan kelebihan yang lain untuk dapat bersaing 

dengan orang lain untuk mendapatkan pekerjaan atau bahkan mungkin juga 

menciptakan pekerjaan. 

Keberadaan manusia yang berposisi sebagai pekerja, baik itu bekerja sendiri 

maupun bekerja pada orang lain merupakan gambaran bahwa manusia mempunyai 

kebutuhan yang beraneka ragam dan untuk dapat memenuhi semua kebutuhannya 

manusia dituntut bekerja. Pekerjaan yang diusahakan sendiri adalah bekerja atas 

usaha modal dan tanggung jawab sendiri, sedangkan bekerja untuk orang lain 

adalah bekerja dengan bergantung pada orang lain yang memberi perintah 
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dan mengutusnya karena ia harus tunduk dan patuh pada orang lain yang memberi 

perintah tersebut. 

Dengan semakin banyaknya manusia yang ingin mendapatkan pekerjaan dan 

semakin menyempitnya lapangan pekerjaan maka menimbulkan banyaknya 

penganggguran. Dalam meninjau tenaga kerja, terutama yang mendapat perhatian 

bukanlah mereka yang sedang bekerja baik untuk diri sendiri melainkan mereka 

yang mampu bekerja tetapi karena sesuatu tidak mendapatkan pekerjaan yaitu para 

penganggur. Pengangguran pada dewasa ini bukanlah akibat dari krisis ekonomi, 

melainkan bertambahnya tenaga kerja tidak diimbangi dengan bertambahnya 

kesempatan bekerja atau dengan kata lain bertambahnya kesempatan bekerja tidak 

seimbang dengan bertambahnya tenaga kerja. 

Dengan adanya krisis yang terjadi di awal 1997 telah membawa dampak 

negatif bagi kehidupan dunia usaha di Indonesia. Tidak sedikit perusahaan kecil 

maupun besar mengalami kelesuan dan tidak mampu bertahan hidup di tengah 

krisis. Hal ini tentu berpengaruh pada terhadap kebijakan perusahaan terutama 

untuk melakukan seleksi perekrutan tenaga kerja yang berkualitas, karena pada 

kenyataannya perusahaan memiliki bargaining power yang kuat dibandingkan 

tenaga kerja. Untuk itu hanya yang berkualitas yang dibutuhkan dan dipakai oleh 

perusahaan. 

PT SURYA PLASTINDO adalah salah satu perusahaan yang bergerak di 

bidang industri karung plastik yang bertempat di jalan Raya Krikilan Kilometer 

28, Krian. Dengan memperkerjakan kurang lebih 900 orang, telah terjadi 
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hubungan kerja yaitu hubungan antara pekerja dan pengusaha. Dalam hal ini 

sebagai pengusaha adalah PT.SURYA PLASTINDO, sebagai pekerja adalah orang 

yang bekerja baik pria maupun wanita pada pengusaha. Hubungan kerja terjadi 

setelah diadakan perjanjian kerja oleh pekerja dengan majikan, di mana pekerja 

menyatakan kesanggupannya untuk bekerja pada majikan dengan menerima upah 

dan di mana majikan menyatakan kesanggupannya untuk memperkerjakan pekerja 

dengan membayar upah. Sedangkan perjanjian kerja adalah suatu perjanjian yang 

dibuat antara pekerja dengan majikan / pengusaha. Dalam perjanjian itu akan 

dimuat mengenai hak dan kewajiban dari para pihak, sebagai akibat adanya 

perjanjian kerja itu adalah hak atas upah yang ditentukan dalam perjanjian 

tersebut. 

Syarat esensial dari perjajian kerja adalah adanya1 

1. pekerjaan 

2. upah 

3. kewenangan dari pihak pengusaha memberi instruksi, p1mpman 

bimbingan kepada buruh yang dipekerjakan ( Sub Ordinasi ) 

Perjanjian kerja merupakan pegangan ( yuridis ) awal dan akhir dari 

subyek - subyek hukum yang terlibat didalarnnya, yaitu pekerja dan majikan bila 

nanti terjadi perselisihan mengenai isi perjanjian di dalam pelaksanaan kerja. 

1 Darwan Prinst, "Hokum Ketenagakerjaan Indooesia",PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 2000, 
hal63 
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Ketentuan - ketentuan yang tercantum di dalamnya, berisi hak -hak dan 

kewajiban masing - masing subyek hukum. 

Posisi pekerja yang lemah, dikarenakan kebutuhan akan kerja begitu tinggi, 

terlebih isi perjanjian yang pada kenyataannya lebih banyak ditentukan oleh 

pengusaha, sehingga pekerja seolah - olah ditekan untuk menyetujui perjanjian 

kerja tersebut.. 

Oleh karena itu ada 2 hat yang perlu diperhatikan dalam kaitannya dengan 

masaJah perlindungan hukum yaitu: 

a. Peraturan perundang - undangan harus secara tegas memberi petunjuk tentang 

hak dan kewajiban dari pihak pekerja maupun majikan 

b. Aparat penegak hukum harus bertanggung jawab sepenuhnya dalam 

melaksanakan tugasnya tanpa pandang bulu dengan tujuan utama menegakkan 

hukum dan keadilan. 

Dalam UU No 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dalam menimbang 

huruf d. bahwa perlindungan hukum terhadap tenaga kerja dimaksudkan untuk 

menjamin hak - hak dasar pekerja / buruh dan menjamin kesamaan kesempatan 

serta perlakuan tanpa diskriminasi dengan tetap memperhatikan perkembangan 

kemajuan dunia usaha 
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Bertolak dari latar belakang tersebut di atas, maka dapat dirumuskan 

permasalahan sebagai berikut: 

I. Bagaimanakah status pekerja yang terjadi di PT.SURYA PLASTINDO ? 

2. Bagaimanakah sistem pengupahan terhadap pekerja di PT. SURYA 

PLASTINDO berdasarkan UU Nomor 13 Tahun 2003 ? 

2. Penjelasan Judul 

Judul skripsi ini adalah : " PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA 

DALAM HAL PENGUPAHAN DI PT. SURYA PLASTINDO " . Adapun 

penjelasan dari judul dapat dijabarkan sebagai berikut. Pekerja atau tenaga kerja 

bekerja pada pengusaha mempunyai pengertian setiap orang laki - laki atau wanita 

yang melakukan suatu persetujuan atau perjanjian untuk mengikatkan diri pada 

pengusaha, di bawah perintah pengusaha yang dilakukan baik lisan dan / atau 

tertulis. Dalam hal ini tenaga kerja wajib melakukan suatu pekerjaan yang 

diperintahkan kepadanya melalui perjanjian kerja yang dibuat oleh tenaga kerja 

dan pengusaha. Istilah tenaga kerja harian lepas muncul berdasarkan pada adanya 

mekanisme pemberian upah. Dalam hal pengusaha memperkerjakan tenaga 

kerjanya maka tenaga kerja tersebut mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana 

yang telah diatur pada peraturan perundang - undangan. 
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Perlindungan hukum dalam skripsi ini maksudnya adalah upaya-upaya 

hukum dalam rangka melindungi pekerja melalui peraturan perundang-undangan 

agar norma-norma perl indungan yang layak bagi kemanusiaan dapat berfungsi 

sebagaimana mestinya serta agar pekerja sebagai masyarakat atau penduduk 

mendapatkan perlidungan hukum ( rechtsbescherming ) dalam proses pengaturan 

dan pengendalian dari penguasa2 

Ketentuan mengenai perlindungan terhadap pekerja tersebut diatur dalam 

pasal 9 Undang-Undang No. 14 tahun 1969 tentang ketentuan-ketentuan pokok 

mengenai tenaga kerja, yang meyebutkan bahwa "tiap tenaga kerja berhak 

mendapatkan perlindungan atas keselamatan, kesehatan, kesusilaan, pemeliharaan 

moril kerja, serta perlakuan yang sesuai dengan martabat dan moral agama. 

Demikian juga halnya dalam UlJ No 13 Tahun 2003 dalam pasal 67 sampai 

dengan pasal 87 diatur mengenai upaya perlindungan terhadap pekerja. 

Jadi perlindungan hukum bagi pekerja di PT. SURYA PLASTINDO, 

mengandung pengertian upaya-upaya hukum dalam rangka melidungi tiap orang 

yang berada di bawah perintah orang lain, majikan, untuk melaksanakan pekerjaan 

tertentu dan menerima upah akibat adanya suatu perjanjian dengan PT. SURYA 

PLASTINDO. 

Sedangkan mengenai sistem pengupahan di PT. SURYA PLASTINDO akan 

dianalisis dengan didasarkan lJlJ No 13 Tahun 2003. 

2 Hadjon, Philipus M, Pengantar Hokum Administrasi Indonesia, Gajah Mada University Press, 
Hal 28 
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3. Alasan Pemilihan Judul 

Alasan pemilihan dari judul ini adalah disebabkan karena telah terjadi 

penyimpangan yang dilakukan oleh pengusaha dalam memperlakukan tenaga 

kerjanya yang telah melakukan kewajibannya sebagai pekerja dalam bekerja yaitu 

dengan tidak adanya Jaminan Sosial Tenaga Kerja bagi pekerja kontrak dan 

pekerja borongan dan untuk mengetahui pemenuhan kewajiban pengusaha dalam 

memberikan upah kepada pekerjanya disesuaikan dengan peraturan perundang -

undangan yang berlaku dan juga dengan UMR sehingga mampu menciptakan 

kepuasan dan ketenangan dalam bekerja disamping itu untuk mengetahui hak dan 

kewajiban dari pekerja yang bekerja di PT. SURYA PLASTINDO. 

4. Tujuao Penulisan 

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk melengkapi persyaratan dan 

juga memenuhi syarat untuk mencapai gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum 

Universitas Airlangga Surabaya. Di samping itu didasarkan pada keinginan dari 

untuk memberikan sumbangan pemikiran dalam berbagai masalah mengenai 

penggunaan tenaga kerja, yang tujuan akhirnya adalah dapat dimanfaatkan bagi 

pekerja, pengusaha, masyarakat, dan juga pemerintah. 
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5. Metodologi 

a. Pendekatan Masalah 

Dalam penulisan atau penyajian skripsi ini digunakan pendekatan masalah 

secara yuridis normatif, maksudnya adalah pembahasan ini didasarkan pada fakta 

yang ada dalam praktek dengan dikaitkan ada faktor yuridisnya. 

b. Somber Data 

Sumber data yang digunakan untuk menunjang skripsi ini adalah : 

I. Sumber data sekunder, yaitu sumber yang diperoleh dari beberapa 

literatur , bahan kuliah, serta peraturan perundang - undangan yang 

berlaku. 

2. Sumber data primer, yaitu sumber yang diperoleh dari hasil survey dari 

para pihak baik pihak pengusaha ataupun pekerja yang terlibat dalam 

permasalahan yang ada di skripsi ini. 

c. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data 

Data yang didapatkan dipelajari secara sistematika melalui pengamatan dan 

pencatatan terhadap gejala dan ciri - ciri yang tampak pada obyek yang kemudian 

dilakukan analisis data. Setelah itu data - data tersebut disusun dan digabung antar 

data sekunder dan data primer berdasarkan kualifikasi prioritas untuk kemudian 

dipisahkan dan dirumuskan secara sistematis dalam tiap - tiap pokok - pokok 

bahasan yang mempermudah penulisan dan analisis dari permasalahan yang ada. 

8 

IR- PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PERLINDUNGAN HUKUM... H TIRIWIBAWANTO 



6. Pertaogguogjawabao Sistematika 

Penulisan skripsi ini terdiri dari empat bab, di mana antar bab yang satu 

dengan bab yang lainnya saling berkaitan sehingga diharapkan merupakan satu 

kebulatan uraian. 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab pendahuluan menggambarkan secara umum pennasalahan hingga 

menuju pada pokok pennasalahan yang hendak disajikan, guna memberikan arah 

kerangka pemikiran mengenai topik secara keseluruhan. Pada bab ini berisi antara 

lain: pennasalahan, penjelasan judul, alasan pemilihan judul, tujuan penulisan, 

metodologi, dan pertanggungjawaban sistematika. 

BAB II STATUS PEKERJA YANG TERJADI DI PT. SURYA PLASTINDO 

Dalam bab [I dibagi menjadi dua sub bab yaitu : Hak dan kewajiban pekerja Dan 

Pengusaha dan Bentuk Hubungan Kerja Yang Timbul Sebagai Akibat Adanya 

Perjanjian Kerja 

BAB III SISTEM PENGUPAHAN TERHADAP PEKERJA DI PT SURYA 

PLASTINDO Dalam bab Ill ini dibagi menjadi dua sub bab yaitu Mekanisme 

Penggunaan Jasa di PT SURYA PLASTINDO. dan Kajian Hukum Terhadap 

Sistem Pengupahan Pekerja di PT SURYA PLASTfNDO. Berdasarkan UU No 13 

Tahun 2003 
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BAB JV PENUTUP 

Sedangkan bab IV merupakan penutup, sebagaimana dalam penulisan 

ilmiah diperlukan adanya kesimpulan dan saran. Kesimpulan dapat diambil setelah 

mengkaji dan membahas semua permasalahan dan dari sini dapat dikemukakan 

saran - saran yang dapat dianggap sebagai jalan keluar untuk mengatasi masalah 

yang ada. 

10 

IR- PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PERLINDUNGAN HUKUM... H TIRIWIBAWANTO 



BAB II 

STATUS PEKERJA YANG TERJADI DI PT SURYA PLASTINDO 

1. Hak dan kewajiban pekerja dan pengusaha 

Dalam suatu hubungan kerja yang dilakukan oleh pekerja dan pengusaha, 

masing - masing pihak mempunyai hak dan kewajiban yang hams dipenuhi dan 

melekat pada pihak - pihak tersebut.. Selain itu pekerja dan pengusaha juga terikat 

dengan peraturan - peraturan lain seperti yang diatur dalam perjanjian kerja 

peraturan perusahaan dan Kesepakatan Kerja Bersama ( KKB ), yang dibuat antara 

pengusaha atau gabungan serikat pekerja 

. Hubungan kerja terjadi setelah diadakan perjanjian kerja oleh pekerja 

dengan majikan, di mana pekerja menyatakan kesanggupannya untuk bekerja pada 

majikan dengan menerima upah dan di mana majikan menyatakan 

kesanggupannya untuk memperkerjakan pekerja dengan membayar upah. 

Sedangkan perjanjian kerja adalah suatu perjanjian yang dibuat antara pekerja 

dengan majikan / pengusaha. Dalam perjanjian itu akan dimuat mengenai hak dan 

kewajiban dari para pihak, sebagai akibat adanya perjanjian kerja itu adalah hak 

atas upah yang ditentukan dalam perjanjian tersebut. Adapun macam pekerja di 

PT. SURYA PLASTINDO adalah3
: 

3 Wawancara dengan Indra Suhardho Supervisior HRD PT. SURYA PLASTINDO pada tanggal I 
April 2004 
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I. Pekerja bulanan 

2. Pekerja harian tetap 

3. Pekerja kontrak 

4. Pekerja borongan 

I. Pekerja bulanan : adalah pekerja tetap yang bekerja di PT SURYA 

PLASTINDO dengan gaji setiap bulannya dan mendapatkan fasilitas 

Jaminan Sosial Tenaga Kerja ( Jamsostek) 

2. Pekerja harian tetap : adalah pekerja tetap yang bekerja di PT SURYA 

PLASTINDO dengan gaji setiap hari jumat ( mingguan ) dan juga 

mendapatkan fasilitas Jaminan Sosial Tenaga Kerja ( Jamsostek) 

3. Pekerja Kontrak : adalah pekerja di PT SURYA PLASTINDO yang 

bekerja berdasarkan perjanjian kontrak yang dibuat perusahaan dengan 

pekerja selama 6 bulan dan digaji setiap hari jumat ( mingguan ) tetapi 

tidak mendapatkan fasilitas Jaminan Sosial Tenaga Kerja ( Jamsostek) 

4. Pekerja Borongan : adalah pekerja di PT SURYA PLASTINDO yang 

bekerja berdasarkan perjanjian lisan yaitu bekerja berdasarkan perintah 

kalau ada pekerjaan dan digaji setiap hari jumat ( mingguan ) tetapi tidak 

mendapatkan fasilitas Jaminan Sosial Tenaga Kerja ( Jamsostek) 

12 

IR- PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PERLINDUNGAN HUKUM... H TIRIWIBAWANTO 



Perjanjian kerja merupakan pegangan ( yuridis ) awal dan akhir dari 

subyek - subyek hukum yang terlibat didalamnya, yaitu pekerja dan majikan bila 

nanti terjadi perselisihan mengenai isi perjanjian di dalam pelaksanaan kerja. 

Ketentuan - ketentuan yang tercantum di dalamnya, berisi hak -hak dan 

kewaj iban masing - masing subyek hukum. 

1.1 Sedangkan mengenai Hak pekerja terdiri dari4 

a.Berhak atas Upah 

Upah adalah pembayaran yang diterima pekerja selama ia melakukan 

pekerjaan atau dipandang melakukan pekerjaan. Definisi upah yang diberikan 

pasal 1 huruf a Peraturan Pemerintah RI No 8 tahun 1981 tentang perlindungan 

upah adalah suatu penerimaan sebagai imbalan dari pengusaha kepada buruh atas 

prestasi berupa pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan oleh tenaga 

kerja dan dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang yang besamya ditetapkan 

menurut suatu persetujuan, atau peraturan perundang - undangan dan dibayarkan 

atas dasar perjanjian kerja antara pengusaha dengan pekerja termasuk tunjangan 

baik untuk pekerja sendiri ataupun pada keluarganya Dalam pasal 88 Undang -

Undang No 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan menyatakan : 

I. Setiap pekerja / buruh berhak memperoleh penghasilan yang 

memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan 

4 Sendjun H. Manulang, Pokok- Pokok Hokum ketenagakerjaan Di Indonesia, Cet II, Rineka 
Cipta, Jakarta, ha! 68 
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2. Untuk mewujudkan penghasilan yang memenuhi penghidupan yang 

layak bagi kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam ayat ( I ), 

pemerintah menetapkan kebijakan pengupahan yang melindungi 

pekerja / buruh 

3. Kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja / buruh 

sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 2) meliputi: 

a. Upah minimum; 

b. Upah kerja lembur; 

c. Upah tidak masuk kerja karena berhalangan 

d. Upah tidak masuk kerja karena melakukan kegiatan lain di luar 

pekerjaannya; 

e. Upah karena menjalankan hak waktu istirahat kerjanya; 

f. Bentuk dan cara pembayaran upah; 

g. Denda dan potongan upah; 

h. Hal - ha) yang dapat diperhitungkan dengan upah; 

1. Struktur dan skala pengupahan yang proporsional; 

j. Upah untuk pembayaran pesangon; dan 

k. Upah untuk perhitungan pajak penghasilan. 

4. Pemerintah menetapkan upah minimum sebagaimana dimaksud 

dalam ayat ( 3 ) huruf a berdasarkan kebutuhan hidup layak dan 

dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. 
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Kemudian dalam penjelasannya dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan 

penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak adalah jumlah penerimaan 

atau pendapatan pekerja / buruh dari hasil pekerjaannya sehingga mampu 

memenuhi kebutuhan hidup pekerja / buruh dan keluarganya secara wajar yang 

meliputi makanan dan minuman, sandang, perumahan, 

pendidikan,kesehatan,rekreasi, dan jaminan hari tua. 

G. Kartasapoetra berpendapat bahwa " upah dalam arti juridis merupakan 

balas jasa yang merupakan pengeluaran - pengeluaran pihak pengusaha, yang 

diberikan kepada para buruhnya atas penyerahan jasa - jasanya dalam waktu 

tertentu kepada pihak pengusaha "5 

Upah adalah titik sentral dari suatu perjanjian kerja, walupun dalam 

praktek banyak orang bekerja hanya untuk prestise ( gengsi ) saja. Pengaturan 

upah dalam perjanjian kerja meliputi:6 

Cara menetapkan upah; 

Cara menghitung upah; 

- Cara pembayaran upah ( waktu, tempat, bentuk, dan kepada siapa ); 

Larangan membelanjakan upah dengan cara tertentu; 

Perhitungan akhir upah ( Pemotongan - pemotongan ). 

5 G. Kartasapoetra et al.," Hokum Perburuhan di Indonesia Berlandaskan Pancasila ", Bina 
Aksara, Jakarta, 1998, hal I 0 
6 Darwan Prinst, Op. Cit, hat 47 

15 

IR- PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PERLINDUNGAN HUKUM... H TIRIWIBAWANTO 



Asas - asas pengupahan, terdiri dari :7 

a. Winkel Nering Beding, yakni larangan membelanjakan upah dengan cara 

tertentu; 

b. Boete Beding, yakni janji membelanjakan upah di tempat tertentu; 

c. Cocurate Beding, yakni prinsip bahwa gaji tidak boleh langsung dipotong, 

akan tetapi boleh langsung dipotong untuk pembayaran pajak dan Jaminan 

Sosial Tenaga Kerja ( Jamsostek ). 

Sistem pengupahan pada umumnya juga dikaitkan dengan produktifitas 

kerja dan kemampuan pekerja untuk berproduksi . Atau dengan perkataan lain, 

semakin tinggi produktifitas sorang pekerja maka seharusnya semakin banyak pula 

penghasilan yang diperoleh ( : " take home pay " harus setara dengan " 

produktivity " atau sebaliknya).8 

Kitab Undang - Undang Hukum Perdata ( K U H Perdata ) tidak memberi 

definisi tentang upah. Akan tetapi Peraturan Pemerin\tah No 8 Tahun 1981 

mendefinisikan upah, sebagai segala sesuatu yang diterima Buruh dari Majikan 

karena melakukan pekerjaan yang dapat diperdagangkan, yang dapat menumbuh 

kembangkan ekonomi. 

7 Ibid, hal 49 
8 Macsoen Ali, Sistem Pengupahan Untuk Pemenuhan Hidup Layak Sebagai Refleksi 
Hubune;an Industrial Yane; Koodusif, Yuridika, Vol. 14, No 3, Mei - Juni 1999 : 162 - 167, 
Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya ,1999 hal 166 
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Dari ketentuan ini dapat ditarik beberapa pengertian sebagai berikut;9 

a. Upah adalah suatu penerimaan, sebagai imbalan atas prestasi pekerja / buruh 

kepada majikan; 

b. Upah itu biasanya dinilai dengan uang, yang besarnya menurut satu 

persetujuan atau perundang - undangan. Termasuk dalam perundang -

undangan di sini adalah peraturan perusahaan, karena ada kalanya tentang 

besar upah itu tidak ditetapkan dengan persetujuan, tetapi oleh sistem 

penggajian yang berlaku pada perusahaan tetentu. 

c. Termasuk ke dalam upah, adalah tunjangan untuk buruh / pekerja atau 

keluarganya. 

Pasal 2 PP No 8 tahun 1981 , menyatakan bahwa : 

" Hak menerima upah timbul pada saat adanya hubungan kerja dan berakhir pada 

saat hubungan kerja putus" 

Dari pasal - pasaJ tersebut di atas memberi secara eksplisit memberikan 

hak kepada pekerja untuk menerima upah atas pekerjaan yang akan atau telah 

dilakukan, yang timbul pada saat hubungan kerja terjalin antara pengusaha dan 

pekerja. 

Dari ketentuan dalam pasal 8 PP No 8 tahun 1981 memberikan hak kepada 

tenaga kerja yang bersedia melakukan pekerjaan yang telah dijanjikan, akan tetapi 

pengusaha tidak mempekerjakannya baik karena kesalahan sendiri maupun yang 

dialami pengusaha yang seharusnya dapat dihindari. 

9 Darwan Prinst, Op. Cit, Hal 50 
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Pengklasifikasian status tenaga kerja juga berkaitan dengan sistem 

pembayaran upah yang akan diterapkan pengusaha kepada tenaga kerja. Sistem 

pembayaran upah dengan menggunakan time / day rate system lebih banyak 

digunakan dalam praktek. Hal ini disebabkan mudahnya mekanisme pembayaran 

upah tersebut, yaitu berdasarkan perhitungan upah / jam per hari atau per minggu. 

Sistem pembayaran upah ini menekankan pada standart waktu dengan tidak 

mengaitkan dengan produktifitas dari tenaga kerja. Penerimaan upah tenaga kerja 

tidak bergantung pada jumlah output yang dihasilkan atau prestasi kerja yang 

dicapai, tetapi bergantung pada besar kecilnya jam kerja yang dilakukannya atau 

jumlah kehadirannya10
• Fungsi dari upah sebagai jaminan kelangsungan kehidupan 

yang layak bagi pekerja sesuai dengan rasa kemanusiaan dan rasa keadilan. Hak 

pekerja atas upah timbul pada saat adanya hubungan kerja antara pekerja dengan 

pengusaha dan berakhir pada saat hubungan kerja tersebut putus. Dengan kata lain 

pelaksanaan asas " No work no pay " berlaku untuk hal yang berkaitan atas upah. 

Dalam hat pengupahan pengusaha kedudukannya lebih tinggi daripada pekerja, 

sebab berkuasa secara ekonomi atas upah yang yang sangat dibutuhkan oleh 

pekerja beserta keluarganya. 

Upah atau " wages " berarti penghasilan, tetapi penghasilan tidak selalu 

diperoleh dari suatu hubungan antara pemberi kerja ( pengusaha ) dan penerima 

kerja ( pekerja ) yang diterima dalam bentuk upah; bisa saja penghasilan itu 

diperoleh dari jasa perantaraan dengan pihak ke tiga (komisioner). Penghasilan 

10 Ibid, hal 355 
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yang diperoleh pekerja sebagai kompensasi atas prestasi ( : kewajiban) yang telah 

diserahkan dalam rangka pemenuhan pelaksanaan perjanjian kerja, berkaitan erat 

dengan model hubungan industrial yang diterapkan. 11 

Mengenai pembayaran upah dalam prakteknya dilakukan sebagai berikut: 

a. Pembayaran upah berupa uang dilakukan dengan alat pembayaran yang sah di 

Indonesia. Artinya bila gaji ditetapkan dalam mata uang asing, maka harus 

dihitung menurut kurs pada hari dan tempat pembayaran dilakukan ( Pasal 

1602 h) BW. 

b. Dalam hal pembayaran dilakukan dalam bentuk - bentuk lain daripada uang, 

dilakukan menurut apa yang diperjanjikan atau perintah majelis ( Pasal 1602 i) 

BW 

Pasal 1602 j BW menentukan, bahwa pembayaran upah yang dilakukan 

dengan cara lain daripada yang ditetapkan dalam pasal 1602 h dan 1602 I adalah 

batal. 

Pekerja tetap berhak untuk menuntut upah yang menjadi haknya dari 

majikan, dengan tiada kewajiban mengembalikan kepada majikan apa yang telah 

diterimanya. Dengan pembayaran yang batal itu, pengadilan berwenang 

mengabulkan tuntutan pekerja untuk membuktikan menghukum sampai jumlah 

yang dianggap adil tetapi paling banyak sampai sejumlah uang yang menurut 

perhitungannya adaJah kerugian yang dideritakan pekerja. 12• Hak pekerja untuk 

11 Machsoen AJi, Op. Cit., hal 166 
12 Darwan Prinst, Op. Cit hat 52 
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meminta sesuatu berdasarkan pasal ini, gugur dengan lewatnya waktu 6 ( enam ) 

bu Ian ( Pasal 1601 t ayat ( 4 ), 1603 t BW) Pasal 1602j. 

Tempat pembayaran upah dapat dilakukan di tempat pekerjaan, di kantor 

majikan, ataupun di rumah buruh. Hal ini terserah kepada pilihan majikan, sesuai 

ketentuan pasal 1393 BW ( Pasal 1602k BW ). Pasal 1602 BW menentukan bahwa 

pembayaran upah dilakukan setiap kali setelah lewat waktu yang telah ditentukan, 

apabila menggunakan uang bulanan, dan sebagainya. Penyimpangan atas 

ketentuan ini hanya boleh dilakukan dengan perjanjian tertulis atau dengan 

peraturan majikan. 

Dalam hal upah ditentukan berdasarkan keuntungan yang diperoleh 

majikan maka pembayarannya dilakukan tiap kali jumlah itu dapat 

ditetapkan,tetapi paling sedikit dibayarkan setahun sekali ( Pasal 1602 n BW ). 

Pengecualian atas ketentuan ini hanya dapat dilakukan dengan perjanjian tertulis, 

atau dengan peraturan majikan. Pasal 1602 r BW menentukan bahwa pada waktu 

berakhirnya hubungan kerja, terdapat tuntutan pembayaran upah hanya boleh 

diadakan perhitungan hutang buruh sebagai berikut: 

a. Ganti rugi yang belum dibayar kepada majikan ( Pasal 1601 x ). 

b. Denda yang belum dibayar kepada majikan. 

c. Iuran untuk suatu dana, yang telah dibayarkan, oleh majikan untuk 

kepentingan pekerja ( Pasal 1601 s) 

d. Harga sewa sebuah rumah, surat ruang, sebidang tanah atau alat ataupun 

perkakas yang dipakai pekerja dalam perusahaannya sendiri, yang dengan 
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perjanjian tertulis oleh majikan telah disewakan kepada pekerja ( Pasal 1560 

sub 2, 1601 p sub 5 ). 

e. Harga pembelian barang keperluan rumah tangga biasa dan sehari - hari sesuai 

Pasal 1601 p sub 5 BW 

f. Persekot atas upah yang diberikan majikan, berupa uang kepada pekerja, asal 

hak itu ternyata dari keterangan sebagai tersebut pada angka yang lalu. 

g. Jumlah kelebihan upah yang telah dibayarkan (Pasal 1359 BW) 

h. Biaya perawatan dan pengobatan yang menurut Pasal I 602 x BW menjadi 

tanggungan pekerja. 

Dalam praktek ada pengusaha yang mewajibkan pekerjanya mengadakan 

simpanan wajib. Simpanan dimaksud hanya dibolehkan diambil apabila perjanjian 

kerja antara pekerja dan majikan telah berakhir. Atau ada kalanya uang simpanan 

itu hanya akan diberikan kepada buruh yang mengajukan pemutusan hubungan 

kerja satu bulan sebelumnya. Akan tetapi bagi pekerja yang tidak mengajukan 

permohonan satu bulan sebelumnya, atau hubungan kerja diputuskan oleh 

pengusaha secara sewenang - wenang, maka simpanan itu hilang begitu saja. 

Tindakan demikian jelas bertentangan dengan maksud Undang - Undang 

Perburuhan, bahkan dapat dikualifikasi sebagi penggelapan dan masalahnya 

menjadi tindak pidana. 13 

Masalah pengupahan, dewasa ini ternyata menjadi sangat serius, karena 

menjadi salah satu sebab terjadinya unjuk rasa / mogok kerja buruh, di samping 

13 Ibid, hal 54 
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alasan - alasan lain seperti : hak - hak cuti, uang lembur, waktu istirahat, Astek / 

Jamsostek, kesehatan kerja dan Keselamatan kerja dan lain - lain yang tidak 

terlaksana sebagaimana mestinya. 14 

Tuntutan masalah upah, erat kaitannya dengan ketentuan tentang upah 

minimum yang sudah tennasuk tunjangan tetap. Bahwa dengan diterimannya 

penghasilan dalam bentuk minimum, maka sejumlah itu pula yang didapatkan 

pekerja sebagai " Take Home Pay " 15 

Oleh karena itu, dapat dipahami jika unjuk rasa pekerja sekarang ini bukan 

hanya menuntut upah; tetapi yang lebih dikehendaki adalah perbaikan tunjangan -

tunjangan di luar upah, misalnya: 16 
- bonus 

-uang Iembur 

- uang makan 

- uang transport 

- premi hadir 

- tunjangan hari raya 

- dan lain - lain. 

Upah dapat dibagi menurut jenisnya, yaitu upah nominal, upah nyata, upah 

wajar dan upah minimum. 

14 Ibid 
15 Machsoen AJi, Op Cit., hal 164 
16 Ibid 
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b. berhak atas perlindungan atau jaminan sosial 

Kehidupan pekerja tidak bedanya dengan orang lain,yang setiap saat akan 

ditimpa berbagai resiko atau peristiwa, baik sengaja maupun tidak. Menghadapi 

risiko itu maka orang mulai memikirkan berbagai cara untuk melindungi atau 

dengan kata lain upaya untuk menanggulangi akibat dari resiko yang menimpa 

seseorang atau sekelompok orang, dikarenakan kesejahteraan tenaga kerja 

merupakan salah satu pemenuhan kebutuhan dan / atau keperluan yang bersifat 

jasmaniah dan rohaniah, bail< selama maupun di luar hubungan kerja yang secara 

langsung dan tidak langsung dapat mempertinggi produktifitas kerja. Perlindungan 

terhadap kesejahteraan tenaga kerja harian lepas diwujudkan dengan menyediakan 

fasilitas kesejahteraan memperhatikan kebutuhan tenaga kerja dan kemampuan 

pengusaha. Sehubungan dengan itu maka dalam ketenagakerjaan khususnya pada 

perusahaan swasta, dikembangkan juga cara penanggulangan sebagai upaya untuk 

melindungi pekerja. Cara yang sekarang ini dikembangkan adalah jaminan sosial 

tenaga kerja. 17 

Menurut pasal 27 ayat 2 Undang - Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa, 

tiap - tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi 

kemanusiaan. Penghidupan yang layak bagi kemanusiaan ini mengandung makna 

yang luas dan perlu dijabarkan dalam berbagai bentuk perundang- undangan yang 

berkaitan dengan masalah ketenagakerjaan. Penghidupan yang layak bagi 

17 Jndiarsoro & Mj. Sapteno, Op. Cit., hal 45 
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kemanusiaan, sangat berkaitan dengan hak - hak asasi atau hak - hak dasar yang 

harus dimilki oleh setiap warga negara 

Rumusan ini jelas memperlihatkan kepada kita bahwa, tiap warga negara 

bukan sekedar mendapatkan pekerjaan demi kelanjutan hidupnya. Tetapi lebih dari 

itu, pekerjaan tersebut dapat meningkatkan taraf hidup agar dapat hidup layak. 18 

Khusus untuk pekerja, yang bekerja pada orang lain dengan mendapatkan 

upah sebagai balas jasa yang telah ia berikan, temyata sampai saat ini belum ada 

kriteria yang jelas dan pasti tentang konsep penghidupan yang layak bagi 

kemanusiaan bagi kelompok ini. 

Banyak pekerja yang masih berada dalam posisi sangat kurang beruntung, 

sebab pendapatan yang mereka terima, bila dihubungkan dengan berbagai 

kebutuhan pokok yang harus ditanggulangi maka hal itu belum sepenuhnya 

membantu. Masih banyak perusahaan yang memperkerjakan tenaga kerja dengan 

standar upah minimum yang belum dapat memenuhi kebutuhan fisik 

minimum,dan kebijakan yang dituangkan dalam berbagai perundang - undangan 

narnun hal itu belum membawa kemajuan yang berarti 

Pekerja juga mendapat perlindungan sebagaimana diatur dalam pasal I 0 

UU No 14 tahun 1969, yang meliputi atas: 

I. Nonna keselarnatan kerja; 

2. Norma kesehatan kerja dan hygiene perusahaan; 

3. Norma kerja; 

18 Ibid., hat 43 
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4. Pemberian ganti kerugian, perawatan dan rehabilitasi dalam hal kecelakaan 

kerja. 

SaJah satu bentuk perlindungan dari kesejahteraan pekerja adalah 

mengikutsertakan pekerja tersebut dalam program Jaminan Sosial Tenaga Kerja 

yang merupakan salah satu bentuk fasilitas yang disediakan oleh pengusaha dalam 

menjamin terpenuhinya kesejahteraan dari pekerja harian lepas. Jadi ada upaya 

untuk melindungi yang lemah dari yang kuat, sehingga yang lemah tidak 

dieksploitasi begitu saja oleh yang kuat, tetapi perlu dilindungi. Di sini hukum 

harus berperan untuk dapat melindungi tenaga kerja dari tindakan sewenang -

wenang pihak pengusaha yang mempunyai posisi ekonomi serta bargaining yang 

kuat. 

Pengertian Jamsostek menurut UU No 3 tahun 1992 pasal I angka 1 adalah 

suatu Perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai 

pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan 

sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami tenaga kerja berupa kecelakaan 

kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua dan meninggal dunia. Tujuannya adalah untuk 

memberi ketenangan kerja, meningkatkan disiplin dan produktivitas tenaga kerja. 

Program ini memberikan perlindungan bagi tenaga kerja yang melakukan 

pekerjaan, baik dalam hubungan kerja maupun di luar hubungan kerja, melalui 

program Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Program ini mempunyai beberapa aspek, 

seperti: 
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a. Memberikan perlindungan dasar untuk memenuhi kebutuhan hidup minimal 

bagi tenaga kerja beserta keluarganya. 

b. Merupakan penghargaan kepada tenaga kerja yang telah menyumbang tenaga 

dan pikirannya kepada perusahaan tempat mereka bekerja 

Menurut Imam Supomo jaminan sosial merupakan pembayaran yang 

diterima tenaga kerja dalam hal tenaga kerja di luar kesalahannya melakukan 

kesalahan, jadi menjamin kepastian pendapatan dalam hal tenaga kerja kehilangan 

upahnya karena alasan di luar kehendaknya.19 

Menurut Pasal 4 UU Nomor 3 Tahun 1992 program jaminan sosiaJ tenaga 

kerja diberikan kepada tenaga kerja berstatus tetap yaitu meliputi : 

I. Jaminan kecelakaan kerja 

2. Jaminan kematian 

3. Jaminan pemeliharaan kesehatan 

4. Jaminan hari tua. 

c. Berhak atas pekerjaan 

Pengertian pekerjaan secara umum tidak dijelaskan dalam peraturan per 

undang - undangan yang kita kenal .Pada umumnya pekerjaan dapat diartikan 

suatu perbuatan untuk kepentingan pengusaha baik langsung maupun tidak 

langsung dan bertujuan secara terus menerus meningkatkan jumlah produksi baik 

19 Imam Soepomo, Pegantar hukum Perburuhao, Cet x, Djambatan, Jakarta, 1992, hal 138 ( 
selanjutnya disingkat Imam Soepomo I) 
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jumlah ataupun mutunya 20Pekerjaan yang harus dilakukan ialah terutarna 

pekerjaan yang telah ditetapkan dalam perjanjian kerja 

Setelah membahas mengenai hak pekerja maka selanjutnya akan dibahas 

mengenai kewaj iban pekerja 

1.2. Kewajibao Pekerja 

Kewajiban adalah suatu prestasi baik berupa benda atau jasa yang harus 

d ilakukan oleh seseorang karena kedudukan atau statusnya21
, kewaj iban tenaga 

kerja harian lepas pada umumya tidak berbeda dengan kewajiban tenaga kerja 

berstatus tetap. Adapun kewajiban dari pekerja adalah sebagai berikut: 

a. Wajib melakukan prestasi I pekerjaan bagi pengusaha 

Pekerja berkewajiban untuk melakukan pekerjaan yang diperintahkan oleh 

pihak pengusaha. Pekerja tidak berhak untuk melimpahkan pekerjaan yang 

menjadi tugasnya kepada orang lain sebagai penggantinya. Jika seorang pekerja 

berhalangan masuk dan mengirim penggantinya, pengusaha tidak wajib menerima 

pengganti tersebut. Apabila pengganti tersebut diterima oleh pihak pengusaha 

maka pekerja yang bersangkutan tetap bertanggung jawab atas tindakan pihak 

penggantinya karena hubungan kerja antara pekerja dan pengusaha masih ada. 

Menurut pasal 1603 Kitab Undang - Undang Hukum Perdata pekerja 

diwajibkan melakukan pekerjaan yang dijanjikan menurut kemampuannya. 

20 Imam Soepomo, Hokum Perburuhao Bidaog Hubuogao Kerja, Cet VIII, 1994, hat 84 ( 
selanjutnya disingkat Imam Soepomo n) 
2 1 Darwan Prinst Op. Cit., hat 23 
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Apabila tentang sifat serta luasnya pekerjaan yang harus dilakukan tidak dijelaskan 

dalam perjanjian, maka hal itu ditentukan oleh kebiasaan 

Sedangkan pasal 1603 a Kitab Undang - Undang Hukum Perdata pekerja 

diwajibkan sendiri melakukan pekerjaannya; tak bolehlah ia, selain dengan seizin 

si majikan dalam melakukan pekerjaannya itu digantikan oleh orang ketiga 

b. Wajib mematuhi peraturan perusahaan 

Pasal I ayat ( 1 ) a Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Koperasi No 02/ 

MEN/ 1978, menentukan bahwa peraturan perusahaan, ialah suatu peraturan yang 

dibuat secara tertulis, memuat ketentuan - ketentuan tentang syarat - syarat kerja, 

serta tata tertib perusahaan. 

Peraturan majikan atau peraturan perusahaan ini atau lengkapnya peraturan 

perburuhan majikan dibuat secara sepihak oleh pihak majikan, sehingga pengusaha 

ini pada dasarnya dapat memasukkan apa saja yang dia inginkan. Dia dapat 

mencantumkan kewajiban pekerja semaksimal - maksimlnya dengan hak yang 

seminimal - minimalnya dan mencantumkan kewajiban kewajiban majikan hak 

yang semaksimal - maksimalnya. Asal dalam pada itu pengusaha tidak melanggar 

undang - undang tentang ketertiban umum, melanggar tata susila, melanggar 

ketentuan perundang - undangan yang sifatnya memaksa atau aturan yang tidak 

boleh dikesampingkan dengan peraturan majikan itu memenuhi syarat yang harus 

d. h. . 22 1penu mya ya1tu : 

a. disetujui secara tertulis oleh buruh; 

22 Imam Soepomo I, Op. Cit., hal 68 
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b. selembar lengkap peraturan majikan itu dengan cuma - cuma oleh atau atas 

nama majikan telah diberikan kepada buruh; 

c. bahwa oleh atau atas nama majikan itu telah diserahkan kepada Departemen 

Perburuhan satu lembar lengkap peraturan majikan tersebut yang 

ditandatangani oleh majikan, tersedia dibaca oleh umum; 

d. satu lembar lengkap peraturan majikan itu ditempelkan dan tetap berada di 

tempat yang mudah dapat didatangi buruh, sedapat- dapatnya dalm ruang 

kerja, hingga dapat dibaca dengan terang. 

Syarat - syarat tersebut di atas sangat penting sebagai bukti bagi masing -

masing pihak untuk mengetahui hak dan kewajibannya. Jadi ada bukti tentang 

kesepakatan bersama di antara kedua pihak. 

Maksud penempatan di tempat yang mudah didatangi buruh, agar setiap 

waktu bisa dilihat dan dapat mematuhinya. Bagi majikan hal tersebut harus 

dipatuhi sesuai dengan kesepakatan jika tidak maka hal itu tidak mempunyai 

manfaat. 

Sedangkan menurut Pasal I angka 20 UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

ketenagakerjaan, peraturan perusahaan adalah peraturan yang dibuat secara tertulis 

oeh pengusaha yang memuat syarat - syarat kerja dan tata tertib perusahaan. 

Peraturan perusahaan disusun dengan mempertimbangkan saran dan pertimbangan 

dari wakil pekerja / buruh di perusahaan yang bersangkutan sebagaimana 

ditegaskan oleh Pasal 110 ayat ( I ) UlJ Nomor 13 Tahun 2003. Jadi pekerja 

berkewajiban untuk mematuhi peraturan perusahaan tersebut. 
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c. Mematuhi perintah pengusaha 

Petunjuk majikan adalah petunjuk - petunjuk yang diberikan oleh 

pengusaha terutama dimana tenaga kerja diterima untuk melakukan pekerjaan 

dengan upah jangka waktu23
, sedangkan Halili Toha menulis sebagai berikut : 

kewajiban terpenting dari buruh ialah melakukan pekerjaan menurut petunjuk 

majikan24
. Pekerja yang melakukan pekerjaan dengan tidak mengikuti petunjuk 

atau perintah dari pengusaha dapat diartikan pekerja tersebut melakukan 

penolakan atas perintah dari pengusaha adalah melanggar perjanjian dan karena itu 

adalah tidak sah menurut Pasal 1603 huruf v Kitab Undang - Undang Hukum 

Perdata dapat dijadikan dasar bagi pengusaha untuk meminta kepada pengadilan 

untuk meminta kepada pengadilan untuk memutuskan hubungan kerja keduanya 

. Sedangkan menurut Pasal 1603 huruf b Kitab Undang - Undang Hukum 

Perdata ditegaskan bahwa si pekerja wajib mentaati aturan - aturan tentang ha! 

melakukan pekerjaan serta aturan - aturan yang ditujukan pada perusahaan si 

majikan, yang diberikan kepadanya oleh atau atas nama si majikan di dalam batas 

- batas aturan - aturan undang - undang atau perjanjian atau jika tidak ada 

menurut kebiasaan 

d.Wajib mematuhi perjanjian kerja 

Istilah perjanjian kerja menyatakan bahwa perjanjian ini mengenai kerja, 

yakni dengan adanya perjanjian kerja timbul kewajiban suatu pihak untuk bekerja. 

23 Imam Soepomo U, Op. Cit, hal 81 - 82 
24 Halili Toha et. al., Rubune:an Kerja Antara Majikan Dan Buruh, Rineka Cipta, 1991 , hal 
53 - 55. 
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Jadi berlainan dengan perjanjian perburuhan, yang tidak menimbulkan hak atas 

dan kewaj iban untuk melakukan pekerjaan, tetapi memuat syarat - syarat tentang 

perburuhan. 

Jika memperhatikan Pasal 1313 BW maka yang dimaksud dengan 

perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan 

dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya. 

Berdasarkan Pasal 1313 BW, Djumadi menyimpulkan bahwa kedudukan 

antara para pihak yang mengadakan perjanjian adalah sama atau sama dan 

seimbang. Jika dibandingkan dengan perjanjian kerja maka pengertian perjanjian 

kerja ternyata para pihak yang mengadakan perjanjian tidak dalam kedudukan 

yang sama dan seimbang karena para pihak yang satu yaitu pekerja mengikatkan 

diri dan bekerja di bawah perintah orang lain yaitu pengusaha25 

Yang dimaksud dengan perjanjian kerja ialah suatu perjanjian di mana 

pihak ke satu buruh, mengikatkan diri untuk bekerja dengan menerima upah pada 

pihak yang lainnya, majikan, yang mengikatkan diri untuk memperkerjakan buruh 

itu, dengan membayar upah.26 

Maksud diadakan perjanjian kerja ialah agar buruh yang dal_am perjanjian 

kerja telah mengikatkan diri untuk bekerja pada majikan dengan menerima upah, 

harus mengetahui bahwa untuk memperoleh haknya ia harus melakukan sesuatu 

25 Djumadi, Hukum Perburuban Bidang Hubungan Kerja, Djambatan Jakarta, 1982, hal I 
26 Imam Soepomo I, Op. Cit., 1976 hal I 
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berupa jasa - jasanya kepada majikan sebagai suatu kewajiban yang tidak boleh 

dilalaikan.27 

Untuk membuat perjanjian kerja, maka ketentuan pasal 1320 BW haruslah 

diperhatikan. Sahnya suatu perjanjian sesuai pasal 1320 BW itu haruslah 

memenuhi unsur - unsur sebagai berikut: 

1. Sepakat mereka yang mengikatkan diri 

Artinya bahwa perjanjian itu haruslah merupakan kesepakatan para pihak yang 

membuatnya. Perjanj ian yang tidak memenuhi ketentuan tersebut ad~lah batal. 

2. Kecakapan membuat perjanjian 

Undang - Undang Kerja No 12 tahun 1948, Pasal 1 ayat ( 1 ) menentukan 

bahwa seorang pekerja telah cakap apabila sudah berumur 18 ( delapan betas ) 

tahun. Sementara pasal 1330 Kitab Undang - Undang Hukum Perdata 

menentukan bahwa seseorang telah cakap hukum ( dewasa ) apabila telah 

berusia 21 ( dua puluh satu) tahun. 

3. Suatu hal tertentu 

Objek dari suatu perjanjian haruslah ada, misalnya dalam hal perjanjiann kerja, 

maka objeknya adalah perjanjian tentang melakukan pekerjaan. Dalam 

pejanjian dirinci mengenai pekerjaan yang akan dilakukan, waktu kerja waktu 

istrahat, besarnya upah dan lain - lain. 

27 G. Kartasapoetra, R.ience G. Widiaingsih, Pokok - Pokok Hokum Perburuban. Annico, 
Bandung, 1982 ha! 4 
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4. Suatu sebab yang halal 

Artinya bahwa isi perjanjian itu tidak boleh bertentangan dengan undang -

undang, moral, adat istiadat, kesusilaan dan lain - lain. 

Menurut Pasal 51 ayat 1 UlJ Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenaga 

kerjaan perjanjian kerja dibuat secara tertulis atau lisan. Dan bila perjanjian itu 

dibuat tertulis sebagimana tercantum pada Pasal 54 ayat ( 1 ) UU Nomor 13 

Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan sekurang kurangnya harus memuat: 

a. nama, alamat perusahaan, dan jenis usaha; 

b. nama, jenis kelamin, umur, dan alamat pekerja / buruh; 

c. jabatan atau jenis pekerjaan; 

d. tempat pekerjaan; 

e. besarnya upah dan cara pembayarannya; 

f. syarat - syarat kerja yang memuat hak dan kewajiban pengusaha dan 

pekerja / buruh; 

g. mulai dan jangka waktu berlakunya perjanjian kerja; 

h. tempat dan tanggal perjanjian kerja dibuat; dan 

i. tanda tangan para pihak dalam perjanjian kerja 

Pengusaha juga mempuyai hak dan kewajiban, kewajiban pengusaha 

adalah: 

a. membayar upah 

Mengenai pengupahan berlaku ketentuan - ketetuan dari Peraturan Pemerintah No. 

8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah ( LNRI Tahun 1981 No. 8, TLN No. 
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3190 ). Dengan adanya Peraturan Pemerintah ini, ketentuan - ketentuan dari Kitab 

Undang-Undang Hukum perdata, sepanjang menyangkut upah, tidak berlaku lagi. 

b. Mengatur tempat kerja 

Kewajiban-kewajiban pokok yang lain, yang diletakkan pada pegusaha, menurut 

peraturan yang ada adalah mengatur tempat kerja, yang diatur dalam pasal 1602 w 

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Yang sangat penting pada pasal 1602 w 

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah sanksi terhadap kewajiban pegusaha 

tersebut, untuk memberi perlindungan kepada pihak pekerja apabila terjadi 

kecelakaan. Pekerja hanya harus membuktikan bahwa kecelakaan itu adalah akibat 

dari tidak dipenuhiya kewajiban itu oleh pengusaha, dan pengusaha tidak 

memenuhi kewajibannya. Pengusaha dapat membebaskan diri dari keharusan 

membayar ganti rugi jika ia dapat membuktikan bahwa tidak dipenuhinnya 

kewajiban itu sebagian besar juga disebabkan oleh kesalahan besar pekerja sendiri. 

c. Memberikan istirahat mingguan dan hari libur serta memberikan cuti 

Untuk istirahat mingguan dan hari libur diatur dalam Undang - Undang No 

tahun 1951 , sehingga pasal 1602 v Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak 

berlaku lagi mengenai istrahat mingguan pada hari mingg dan hari-hari 

dipersamakan dengan hari minggu. Sedangka cuti diatur dal Peraturan Pemerintah 

No 21 Tahun 1954. 

d. Memberikan surat keterangan pada waktu berakhimya hubungan kerja 

Kewajiban memberikan surat keterangan ini diatur dalam pasal 1602 z Kitab 

Undang-Undang Hukum Perdata, dan tidak dapat diadakan penyimpangan 
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terhadap kewajiban ini. Dalam surat keterangan ini, pengusaha bertanggungjawab 

terhadap kerugia yang timbul, baik kepada pekerja yang bersangkutan maupun 

pada pihak ketiga apabila pegusaha tersebut menolak memberikan surat 

keterangan yang diminta oleh pekerja, memberikan surat keteragan yang isinya 

tidak benar atau memberikan keterangan kepada pihak ketiga yang bertentangan 

dengan surat keterangan yang diminta kepada pekerja tersebut. 

Kewajiban Umum yang terdapat pula pada perbagai perJanJtan lainnya 

bahwa pengusaha pada umurnnya diwajibkan melakukan ataupun tidak berbuat 

segala apapun yang didalam keadaan yang sama seharusnya harus dilakukan atau 

tidak diperbuat oleh seorang majikan yang baik sebagaimana diatur dalam pasal 

1602 y Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kewajiban tambahan bagi majikan 

adalah mengadakan buku upah, buku pembayaran upah, daftar bahan dan lain-lain. 

2. Hubungan Kerja Yang Ada Sebagai Akibat Adanya Perjanjian Kerja di 

Perusabaan 

Hubungan Kerja adalah suatu hubungan antara pengusaha dengan pekerja 

yang timbul dari perjanjian kerja yang diadakan untuk waktu tertentu maupun 

tidak tertentu. 

Menurut Imam Soepomo, hubungan kerja terjadi setelah adaya perjanjian 

kerja antara pekerja dan majikan, yaitu suatu perjanjian dimana pihak kesatu, 

buruh, mengikatkan diri untuk bekerja dengan menerima upah pada pihak lainnya, 

majikan yang mengikatkan diri untuk memperkerjakan pekerja itu degan 
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membayar upah " pada pihak lainnya " mengandung arti bahwa pihak pekerja 

dalam melakukan pekerjaan itu berada di bawah pimpinan pihak majikan. 

Jadi dengan demikan ada 3 ( tiga ) faktor yang menentukan adanya 

hubungan kerja, yaitu : 

1. Adanya pekerjaan yang harus dilakukan 

2. Adanya perintah ( bekerja atas perintah pengusaha ) 

3. Adanya upah 

Tanpa adanya salah satu dari ketiga usur tersebut maka tidak ada hubungan kerja. 

Adanya hubungan kerja ditandai dengan adanya terjadinya perjanjian kerja 

antara pekerja dan pengusaha. Definisi mengenai perjanjian diatur dalam pasal 

1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi: 

Suatu perjanjian kerja adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih 

mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. atau lebih" 

Mengenai syarat sahnya suatu perjanjian yang dilakukan para pihak, Kitab 

Undang-Undang Hukum Perdata mengatumya dalam pasal 1320, Definisi 

perjanjian kerja dirumuskan dalam pasal 1601 a Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata yang berbunyi persetujuan perburuhan adalah persetujan dengan mana 

pihak yang satu, si buruh, mengikatakan diri untuk dibawah peritahnya pihak yang 

lain, si majiakan untuk sesuatu waktu tertentu, melakukan pekerjaan dengan 

menerima upah. 

Dari rumusan Pasal 1601 a Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut 

4 esensial dari perjanjian kerja, yaitu : 

36 

IR- PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PERLINDUNGAN HUKUM... H TIRIWIBAWANTO 



1. Melakukan pekerjaan tertentu; 

2. Di bawah perintah orang lain ( Pengusaha ) 

3. Adanya upah; 

4. Untuk waktu tertentu. 

Bentuk perjanjian kerja bisa dibuat secara tertulis maupun secara lisan. Pada PT 

SURYA PLASTINDO bentuk perjanjian dibuat secara tertulis dan merupakan 

perjanjian yang dibuat untuk waktu tertentu dan adajuga yang dibuat untuk waktu 

tidak tertentu sesuai dengan pasal 56 UU Nomor 13 Tahun 2003 . untuk yang 

dibuat secara lisan dengan mecantumkan masa percobaan dalam surat 

pengangkatan yaitu penjelasan pasal 60 ayat ( l ) UU Nomor 13 Tahun 2003. Jika 

dalam suatu perusahaan, perjanjian kerja dilakukan secara tertulis, untuk biaya 

akhir dan biaya lainnya dipikul oleh pengusaha. Maksud perjanjian kerja dibuat 

secara tertulis adalah : 

1. Agar kedua belah pihak yang berkepentingan 

mempunyai pegangan tentang apa yang telah disetujui, 

jika seandainya timbul perselisihan paham atau salah 

satu pihak mengindahkan apa yang ditetapkan. 

2. Guna pelaksanaan proses administratif yang baik 

tentang keadaan pekerjannya. 

3. Perjanjian kerja dibuat secara tertulis adanya kalanya 

juga dimaksud untuk mengadakan penyimpangan 

terhadapa ketentuan undang-undang, tetapi harus 
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merupakan persetujuan antara kedua belah pihak, yaitu 

pihak perusahaan dan pekerja. 

Penerimaan pekerja baru di PT SURYA PLASTINDO., pada dasarnya 

disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan, dengan memperhatikan jabatan-jabatan 

yang kosong. Yang dapat diterima sebagai cal on pekerja adalah mereka yang dapat 

memenuhi persyaratan yang ditetapkan perusahaan, baik secara umum maupun 

bersifat khusus untuk jabatan-jabatan tertentu. Di samping persyaratan-persyaratan 

tersebut, perusahaan mengadakan seleksi atau tes baik secara lisan maupun tertulis 

terhadap calon pekerja dan keputusan tentang hasil seleksi adalah sepenuhnya hak 

perusahaan. 

Caton Pekerja Yang memenuhi syarat sebelum menjadi pekerja tetap pada 

seorang majikan atau pengusaha, maka terlebih dahulu maka terlebih dahulu ia 

menjalani masa percobaan. Masa percobaan adalah suatu masa tertentu di mana si 

pekerja dicoba untuk bekerja pada pemberi pekerjaan dalam jangka waktu tertentu; 

untuk meneliti kecakapan si pekerja melakukan pekerjaan.28 

Pasal 1603 ( e ) Kitab Undang - Undang Hukum Perdata menentukan, 

bahwa jika telah diperjanjikan suatu waktu percobaan maka selama waktu itu 

masing - masing pihak berhak seketika mengakhiri perhubungan kerja dengan 

membuat penghentian. Selanjutnya, pasal 1603 ( e )BW mengatur masa percobaan 

itu sebagai berikut: 

28 Darwan Prinst, Op. Cit, hal 80 
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1. Dalam masa percobaan masing - masing pihak ( Buruh dan majikan ) 

dapat menghentikan hubungan kerja, atau minta berhenti kepada majikan, 

atau majikan dapat memberhentikan buruh tanpa suatu kewajiban yang 

harus dipenuhinya; 

2. Masa percobaan maksimum hanya selama tiga bulan. Jadi sesudah lewat 

waktu tiga bulan si buruh menjadi karyawan tetap. 

3. Masa percobaan harus diberitahukan secara tegas, Artinya bila tidak ada 

pemberitahuan, maka buruh bersangkutan otomatis menjadi karyawan 

tetap; 

4. Masa percobaan tidak boleh diperpanjang atau diperbaharui. Misalnya, 

masa percobaan tiga bulan sudah lewat kalau diperpanjang untuk masa tiga 

bulannya lamanya. Tindakan ini batal demi hukum 

Pada PT. SURYA PLASTINDO yang dimungkinkan untuk 

menjalani masa percobaan yang dimaksud diatas adalah Pekerja bulanan 

atau harian tetap sedangkan pada pekerja kontrak adalah menggunakan 

dasar perjanjian kerja untuk waktu tertentu, sedangkan pada pekerja 

borongan tidak digunakan surat perjanjian kerja dan hanya perjajian kerja 

secara lisan, ataupun surat dan berdasarkan asas kesepakatan dan 

kepercayaan. 29 

29 Wawancara dengan Indra Suhardho, Supervisior HRD PT SURYA PLASTINDO pada tanggal I 
April 2004 
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BAB HI 

SISTEM PENGUP AHAN TERHADAP PEKERJA DI PT SURYA 

PLASTINDO 

1. Mekanisme Pemakaian jasa pekerja dan sistem pengupahan di 

perusahaan 

Calon pekerja yang memenuhi syarat dan telah lulus dalam seleksi atau tes 

akan diterima sebagai pekerja selama masa percobaan kerja paling lama 3 ( tiga) 

bulan terhitung sejak yang bersangkutan mulai bekerja di perusahaan .. Selama 

masa percobaan 3 ( tiga) bulan tersebut, baik perusahaan maupun pekerja dapat 

memutuskan hubungan kerjanya sewaktu-waktu tanpa syarat kecuali upah yang 

belum diberikan selama pekerja tersebut bekerja. Dan dengan pengankatan calon 

pekerja menjadi pekerja tetap mengandung pengertian bahwa pekerja telah 

mengetahui da bersedia mematuhi KKB (Kesepakatan Kerja Bersama) 

Pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Kerja nomor 12 Tahun 1948 menentukan 

bahwa jam kerja untuk jangka waktu satu minggu adalah 40 jam. Dengan 

memperhatikan ketentuan tersebut, maka berdasarkan KKB (Kesepakatan Kerja 

Bersama) ditetapkan jam kerja perusahaan sebagai berikut : 

l .Pada asasnya jam kerja di perusahaa adalah 7 jam sehari dan 40 jam seminggu, 

melebihi dari ketentuan diatas adalah kerja lembur. 

2. Jam kerja di perusahaan adalah telah diatur menurut kerja shift bagi pekerja 

bagian produksi dan on shift bagi pekerja bagian kantor dan bagian-bagian tertetu, 
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Shift I = Jam 07.00-15.00 

Shift ll = Jam 15.00-23.00 

Shift III = Jam 23.00-07.00 

I. Bagi pekerja kantor dan satpam, jam kerja telah diatur tersendiri oleh 

perusahaan. 

2. Jam kerja sopir adalah jam 06.00-16.00 dan ketentuan lain-lain telah diatur 

tersendiri. 

Setelah melaksanakan atau menjalankan kewajibannya seorang pekerja akan 

mendapatkan haknya yang layak atas hasil kerjanya, ketentuan pada PT SURYA 

PLASTINDO juga demikian 

Mengenai hak yang diterima oleh pekerja setelah dia melakukan 

kewajibannya maka dia akan menerima haknya, yang diatur dalam KKB 

(Kesepakatan Kerja Bersama) yaitu pengupahan antara lain: 

I. Pengupahan bagi pekerja tetap diberikan oleh pengusaha dengan 

memperhatikan ketentuan upah minimum yang berlaku di Dati I Jawa 

Timur. 

2. Pengupahan pekerja sesuai VMR mengacu pada peraturan yang 

dikeluarkan oleh instasi yang berwenang. 

3. Bagi pekerja harian yang mempunyai jabatan minimal kepala regu 

akan diberikan tunjangan jabatan. Tunjangan jabatan merupakan 

tunjangan tidak tetap dan akan dicabut atau dihapus apabila sudah 

tidak mejabat lagi. 

41 

IR- PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PERLINDUNGAN HUKUM... H TIRIWIBAWANTO 



4. Bagi pekerja harian akan dibayarkan upahnya setiap hari sabtu 

dengan dasar perhitungan hari Jum' at s/d Kamis. Bagi pekerja 

bulanan akan dibayarkan setiap akhir bulan dengan dasar peritungan 

tanggal 1 s/d akhir bulan. 

5. Bagi pekerja bulanan akan diadakan kenaikan gaji berkala setiap satu 

tahun, yaitu pada bu Ian Januari. Besar kenaikan gaj i disesuaikan 

dengan kondisi / kemampuan perusahaan, masa kerja dan prestasi 

kerja. 

Setiap pekerja yang telah bekerja selam 12 (dua belas) bulan berturut-turut 

pada perusahaan berhak atas cuti tahunan dengan medapat upah penuh.Dan 

bagi pekerja wanita yang hamil berhak atas cuti amil tiga bulan denga 

mendapat upah penu,.cuti tersebut berlaku satu bulan mejelang melahirkan 

dan dua bulan setelah melah irkan. Sedangkan untuk pekerja wanita yang sakit 

karena haid diperbolehkan cuti dua ari denga upah penuh, yaitu hari pertama 

dan kedua. 

2.Kajian hukum terhadap penggunaan jasa pekerja dan sistem pengupahan 

pekerja di PT SURYA PLASTINDO berdasarkan UU No 13 Tahun 2003 

Hubungan antara pekerja dan pengusaha, terjadi setelah diadakan 

perjanjian kerja oleh pekerja dan pengusaha, di mana pekerja menyatakan 

kesanggupannya untuk bekerja dengan menerima upah dan di mana pengusaha 

menyatakan kesanggupannya untuk memperkerjakan pekerja dengan membayar 

upah. Dengan adanya hubungan kerja, maka hal ini hendak menunjukkan 
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kedudukan kedua belah pihak ( pekerja dan pengusaha ) dengan hak - hak dan 

kewajibannya. Hubungan kerja terjadi setelah adanya perjanjian kerja. Hubungan 

kerja yang terjadi antara pekerja dengan pihak pengusaha yaitu PT SURYA 

PLASTfNDO berdasarkan perjanjian kerjanya adalah sah karena dibuat tertulis 

sesuai pasal 51 ayat ( 1 ) UU No 13 tahun 2003 serta perjanjian kerja tersebut 

dibuat atas dasar: 

a. kesepakatan kedua belah pihak; 

b. kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum; 

c. adanya pekerjaan yang diperjanjikan; 

d. pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, 

kesusilaan, dan peraturan perundang- undangan yang berlaku. 

Sebagaimana yang tercantum dalam pasal 52 ayat ( 1 ) UlJ No 13 tahun 

2003. Dari perjanjian kerja tersebut pihak pekerja menyatakan kesanggupan untuk 

bekerja di PT SURYA PLASTINDO dan pihak majikan menyatakan untuk 

memenuhi upah sebagai pengganti prestasi yang diberikan oleh pihak pekerja. 

Berdasarkan perjanjian tersebut juga mensyaratkan adanya masa percobaan yaitu 

selama 3 ( tiga ) bulan dan hat tersebut juga sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 

60 ayat ( I ) UU No 13 Tahun 2003 yaitu perjanjian kerja untuk waktu tidak 

tertentu dapat mensyaratkan masa kerja paling lama 3 ( tiga) bulan. 

Sedangkan penjelasan Pasal 60 ayat ( I ) UU No 13 Tahun 2003 

menegaskan bahwa syarat masa percobaan kerja harus dicanturnkan dalam 

perjanjian kerja. Apabila perjanjian kerja dilakukan secara lisan, maka syarat masa 
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percobaan kerja hams diberitahukan kepada pekerja yang bersangkutan dan 

dicantumkan dalam surat pengangkatan. Dalam hal tidak dicantumkan dalam 

perjanjian kerja atau dalam surat pengangkatan, maka ketentuan masa percobaan 

kerja dianggap tidak ada. 

2.1.Pemenubao bak dao kewajiban masing - masing pibak 

Pihak pekerja di PT SURYA PLASTINDO dalam hal ini telah memenuhi 

kewaj ibannya sebagaj pekerja yaitu melakukan pekerjaan, mematuhi peraturan 

perusahaan, mematuhi perjanjian kerja dan mematuhi perintah majikan dan juga 

mendapatkan hak yaitu upah dari pekerjaanya. 

Pihak pengusaha yaitu PT SURYA PLASTfNDO dalam melaksanakan 

kewajibannya sebagai majikan tidak memenuhi ketentuan dalam ha! 

mengikutsertakan pekerja tersebut kedalam perlindungan bagi tenaga kerja 

meliputi keselamatan dan kesehatan kerja sesuai pasal 86 ayat ( I ) huruf a UU no 

I 3 tahun 2003 dan tidak mengikutsertakan semua pekerja melalui program 

Jaminan Sosial Tenaga Kerja sesuai UU No 3 tahun 1992 pasal 3 ayat 2 bahwa 

setiap tenaga kerja berhak atas jaminan sosial tenaga kerja dan juga Pasal 99 ayat 

ke 1 UU nomor 13 Tahun 2003, yang hanya memperoleh program Jaminan Sosial 

Tenaga Kerja dan tunjangan kesejahteraan adalah pekerja bulanan dan pekerja 

harian tetap sedangkan pekerja kontrak dan borongan tidak memperoleh jaminan 

sosial tenaga kerja dan tunjangan kesejahteraan dan ha! ini bertentangan dengan 

pasal 2 ayat 1 Keputusan Menteri Tenaga Kerja RI No: KEP/MEN/1999 bahwa 

setiap pengusaha yang memperkerjakan tenaga kerja harian lepas, borongan, dan 
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perjanjian kerja waktu tertentu ( kontrak ) wajib mengikutsertakan 

tenagakerjannya dalam program Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Perusahaan juga 

tidak menyediakan pemeriksaan kesehatan sesuai dengan pasal 17 KKB 

( Kesepakatan Kerja Bersama) perusahaan tersebut, demikian juga pada tidak 

dibuatkannya surat perjajian kerja dan hanya berdasarkan secara lisan dan tanpa 

dibuat adanya surat pengangkatan pada pekerja borongan sehingga kedudukan 

pekerja tersebut lemah. 30 

Sedangkan menurut UU Nomor 13 Tahun 2003 sistem pengupahan yang 

dilakukan oleh perusahaan PT sesuai standar upah minimum regional ( U M R ) 

Surabaya untuk tahun 2003 yaitu sebesar Rp 516.750 ( lima ratus ribu enam belas 

ribu tujuh ratus limapuluh rupiah )serta sesuai menurut Pasal 88 ayat I UU No 13 

Tahun 2003 pekerja / buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi 

penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, dan Pasal 90 ayat I UU Nomor 13 

Tahun 2003 melarang pengusaha untuk membayar upah lebih rendah dari upah 

minimum sebagaimana dimaksud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89. 

30 Wawancara dengan Indra Suhardho, Supervisior HRD PT. SURYA PLASTINDO pada tanggal 
I April 2004 
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1. Kesimpulan 

BAB IV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

a. Setiap tenaga kerja yang melakukan pekerjaan, tujuannya adalah untuk 

mendapatkan pengasilan yang layak untuk membiayai kehidupannya bersama 

keluarganya, yaitu kehidupan yang layak bagi kemanusaan Posisi pekerja yang 

lemah, dikarenakan kebutuhan akan kerja begitu tinggi, terlebih isi perjanjian 

yang pada kenyataannya lebih banyak ditentukan oleh pengusaha, sehingga 

pekerja seolah - olah ditekan untuk menyetujui perjanjian kerja tersebut oleh 

sebab itu pengusaha perlu memperhatikan upaya perlindungan terhadap hak 

pekerja .. Dalam melakukan pekerjaannya sebelum seorang pekerja menjadi 

pekerja tetap pada seorang majikan atau pengusaha, maka terlebih dahulu 

maka terlebih dahulu ia menjalani masa percobaan. Masa percobaan adalah 

suatu masa tertentu di mana si pekerja dicoba untuk bekerja pada pemberi 

pekerjaan dalam jangka waktu tertentu; untuk meneliti kecakapan si pekerja 

melakukan pekerjaan. 

b. Tidak semua pekerja medapatkan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan tunjangan 

kesejahteraan sesuai dengan isi KKB ( Kesepakatan Kerja Bersama ) hanya 

untuk pekerja bulanan dan pekerja harian tetap saJa yang 

memperoleh.sedangkan untuk pekerja Kontrak dan pekerja borongan tidak 
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mendapat Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Sedangkan pemeriksaan kesehatan 

juga tidak pernah direlisasikan oleh perusahaan sesuai isi pasal 17 KKB ( 

Kesepakatan Kerja Bersama ). 

2.Saran 

a. Kebijakan perusahaan terutama untuk melakukan seleksi perekrutan tenaga 

kerja yang berkualitas, membuat perusahaan memiliki bargaining power yang 

kuat dibandingkan tenaga kerja, Untuk itu hanya yang berkualitas yang 

dibutuhkan dan dipakai oleh perusahaan. Posisi pekerja yang lemah itu sering 

digunakan oleh perusahaan untuk melakukan tindaka sewenang - sewenang, 

kesadaran pekerja akan hak dan kewajibannya sangatlah kurang sehingga 

diperlukan suatu peningkatan kesadaran pekerja melalui penyuluhan tentang 

hak dan kewajiban jika memang telah memenuhi persyaratan perubahan status, 

dikarenakan status tenaga kerja tetap lebih mendapatkan jaminan kepastian 

untuk mendapatkan pekerjaan. 

b. Pengusaha yang memiliki posisi yang lebih kuat daripada pekerja dalam 

melaksanakan kewajibannya hendaknya memperhatikan mengikutsertakan 

pekerja tersebut kedalam perlindungan bagi tenaga kerja meliputi keselamatan 

dan kesehatan kerja sesuai pasal 86 ayat ( I ) huruf a VU no 13 tahun2003 dan 

juga mengikutsertakan pekerja melalui program Jaminan Sosial Tenaga Kerja 

sesuai VU No 3 tahun 1992 pasal 3 ayat 2 bahwa setiap tenaga kerja berhak 

atas jaminan sosial tenaga kerja dan juga Pasal 99 ayat ke l UU nomor 13 

Tahun 2003, dan juga sesuai dengan pasal 2 ayat I Keputusan Menteri Tenaga 
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Kerja RI No: KEP/MEN/1999 bahwa setiap pengusaha yang memperkerjakan 

tenaga kerja harian lepas, borongan, dan perjanjian kerja waktu tertentu 

( kontrak ) wajib mengikutsertakan tenagakerjannya dalam program Jaminan 

Sosial Tenaga Kerja Perusahaan juga perlu menyediakan fasilitas 

kesehjateraan untuk meningkatkan kesehjateraan bagi pekerja / buruh dan 

keluarganya sebagaimana ditegaskan Pasal 100 ayat ke l UU no 13 Tahun 

2003 juga hendaknya melaksanakan isi ketentuan pasal 17 KKB ( Kesepakatan 

Kerja Bersama) tentang adanya pemeriksaan kesehatan yang ditanggung oleh 

perusahaan sehingga pekerja lebih tenang dan bersemangat dalam bekerja serta 

dalam memperkerjakan pekerja khususnya pekerja borongan hendakya dibuat 

perjanjian kerja baik itu secara tertulis bila itu perjanjian kerja waktu tertentu 

maupun tidak tertulis bila itu perjanjian kerja waktu tidak terentu dan harus 

memuat adanya surat pengangkatan sesuai pasal 63 UU no 13 Tahun 2003. 
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1 cc/Factory: JI. Raya Krikilan Km. 28, Kee. Driyorejo, Grcsik 611 77, Phone: 031-7507776. 8971337 Fax : (03 1) 75ll7763 

SURAT KETERANGAN 
NOMOR: 15 / SP.HRD/ SK / IV / 2004 

Yang bertanda tangan ctibawah ini Supervisor HRD PT. Surya Plastindo, 
Jl. Raya Kri"kilan Km. 28 Driyorejo-Gresik, menerangkan bahwa : 

Nama 
NlM 
Fakultas 

: HERIBERTUS TRIWrBAWANTO 
: 039914911 
:HUKUM 

UNIVERSlTAS AIRLANGGA, SURABAYA 

Pemah !llelakukan survey/penelitian di PT. Surya Plastindo terhitung sejak 
tanggal I April 2004 sampai 8 April 2004. 

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan 
sebagaimana mestinya. 

Diyor · o, 4 Mei 2004 
M n tahui, 

l-' _. Surya cp Lct,HL,ul, 

~s.a Krik.ilan Km. 28 
0 Oriyorcjo Gresilr 

rdho ST 
Supervisor HRD 
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GRESIK, ... .. ........ . ........ .......... ........ . 

TANDATANGAN 
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KATA PENGANTAR 

Segala puji bagi Allah SWT, sehingga dengan rahmat-Nya, Kesepakatan Kerja 
Bersama ( KKB) ini dapat kami susun. Segala yang tercantum dalam Kesepakatan Kerja 
Bersama iri adalah hasil perundingan antara pihak Pengusaha dan wakil clari 
karyawan/karyawati PT. SUR YA PLASTINDO dengan tetap mengacu pada peraturan­
peraturan yang berlaku saat ini. 

Kesepakatan Kerja Beisama ini clisusun agar dapat mewujudkan kepastian clan 
kejelasan tentang segala hal yang menyangkut hak clan kewajiban antara Pengusaha dan 
karyawan/karyawati PT. SUR YA PLASTINDO. 

Dengan harapan sernoga dengan adanya Kesepakatan Kerja Bersama ini semua 
fihak bail< Pengusaha maupun karyawan/ka.ryawati dapat melaksanakan clan saling 
menghormati akan keberadaan is Kesepakatan Kerja Bersarna ini demi terciptanya 
Hubungan Industrial yang harrnonis. 

00000000000000000000000000 

IOCB PT. S"l'I Pl11sfodo ( 2003 - 200S ) 

DAFTAR ISI 

Pasa l Uraian 
• •• --•- •• • · • •- ·••• - ••·• •--- _, __ --- .. -••-•- •·-•- ---- 0 •o•o H••--•• • .. •-•HOOO•O· .. •• •-• 

Pasal I 
Pasal 2 
Pasal 3 
Pasal 4 
Pasal 5 
Pasal 6 
Pasal 7 
Pasal 8 
Pasal 9 
Pasa l JO 
Pasal 11 
Pasal I: 
Pasal 13 
Pasal 14 
Pasal 15 
Pasal 16 
Pasal I 7 
Pasal 18 
Pasal 19 
Pasal 20 
Pasal '.! I 
Pasal 22 

Pasal 23 
Pasal '.!~ 
Pasal '.! 5 
Pasal 26 
Pasal '.!7 
Pasal 28 
Pa.al 29 
Pasal 30 
Pasal 31 

Kata Penganta r 
Daftar lsi 
lstil ah - ist il ah 
Pengakuan T erhadap Hak-Hak Serikat Pekerja 
Fas ii itas U ntuk Serikat Pekerja 
Perundingan - Perundingan 
Penerimaan Karyawen/karyawati Baro 
Prom osi dan M utasi 
Jam Kerja Perusa haan 
Ke rj a Lem bur 
Kewajiban Umum 
Tata Tertib dan Disiplin Kerja 
Pengupahan 
Perhitungen U pah Lem bur 
C uti 
Jjin Tidak M asuk Kerja dan D ispensasi 
Jstirahat Saki t dan M enjadi Tehan an Pihak Berw aji b 
Pengobatan dan Perawatan 
Keselamatan dan Kese hatan Kerja 
Pemeriksaaan Kesehatan 
Jam sostek 
Ganti R ugi 
Peringatan 
Pemutusan Hubungan Kerja 
Penetapan Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja 
dan Uang Penggantian Hak 
Tunjangan Hari Raya 
Tunjangan Kesejahteraan 
S um bangan Perkawinan 
Sum bangan Kelah iran 
Bea Siswa /1.nak 

Sumbangan Kematian 
Fasilitas Um um 
Prosedur Penyampaian Keluh Kesah 
Penutup 
Lem bar P,rngesahan 

:-.:.B PT S.:;-• ~: .. ,.;t ~ {:!GO)- 200S) 

IR- PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PERLINDUNGAN HUKUM... H TIRIWIBAWANTO 



ISTILAH - JSTILAH 

1. Pcrusahaan 

Tempat dimana karyawan/karyawati mela.kukan aktifitas peke:jaan 
Perusahaan yang dimaksud dalam K.KB ini adalah PT. Surya Pla.stindo 

2. Karyawan/karyawati 

Adalah tenaga kerja laki-laki maupun perernpuan jang 
Perusahaa.n da.n menerima upah da.ri Perusahaan. 
Karyawan/karyawati yang dimaksud dalam K.KB 
karyawan/karyawati yang bekerja pada PT. Surya Plastindo 
upah. 

3. Pcngu~,ha 

Orang yang menana.mkan modalnya pada Perusahaan. 

bekerja pada 

ini adalah 
da.n menerima 

Pengusaha yang dima.ksud dalam KKB ini adalah peroranga.n atau gabunga.n 
beberapa orang yang menanamka.n modaln~,;a pada PT. Surya Plastindo. 

4. Serlkat Pekerja 

Adalah organisasi pekerja yang anggota dan pengurusnya terd.iri dari pekerja 
atau karyawan/ka.ryawati. 
Serikat Pekerja bertugas mewakili anggotanya dalam pertemuan-pertemuan 
da.n perundingan-penmdinga.n. 
Serikat Pekerja yang dimaksud dala.m KKB ini adala.h Serikat Pekerja Kimia, 
Energi dan Pertambangan unit kerja PT. Surya Plastindo. 

S.Pcngurus 

Adalah pekerja atau karyawan/ka.ryawati yang dipilih oleh angg0ta dala.m 
Musnik PT. Surya Plastindo. 
Pengurus F SP KEP PT. Surya Plastindo adalah ka.ryawan,'ka.ryatnti ~cl.Jlg 
berdedikasi dan loyalitas terhadap Perusahaan. 

6. Masa Kcrja 

Lamanya karyawan/ka.ryawati bekerja )'an8 dimulai saat k:aryawan ka.ryawati 
pertama masuk kerja pada PT. Surya Plastindo. 

!OCB PT Si.ya Plostndo ( 2003 - 2005) 

Pasal 1 

PENGAKUAN TERHAOAP HAK-HAK SERIKAT PEKERJA 

1. Pengusaha membolehkan semua Karyawan / Karyawati Y<lng te!ah se!esai masa percobaan 
untuk masuk menjadi anggota F SP KEP 

2. Saling menghormati dan tidak mencampuri urusan masing-masing pihak. 
3. Pengusaha dapat memberikan tembusan surat - surat yang ada hubungannya dengan 

Karyawan / Karyawati. · 
4. Pengusaha mendukung sepenuhnya segala sesuatu yang berkenaan dengan aktifitas 

keorganisasian Serikat Pekerja se!ama tidak ber1entangan dengan hukum yang ber1aku atau 
kepentingan perusahaan. 

5. Serikat Pekerja berfungsi mewakili anggotanya dalam perundingan dengan Pengusaha 
dalam bidang ketenagakerjaan. 

6 . Pengusaha mengakui secara sah adanya Serikat Pekerja Unit Kerja PT. Surya Plastindo 
yang telah terbentuk pada tanggal 20 Juli 1993 sesuai dengan ketentuan surat Dewan 
Pimpinan Gabang Tingkat II Gresik. 

7. Pekerja yang dipilih dan ditunjuk menjadi pengurus F SP KEP di PT. Surya Plastindo ada1ah 
Pekerja yang mempunyai dedikasi / loyalitas terhadap Pekerja maupun Perusahaan demi 
tercapainya HIP ( Hubungan Industrial Pancasila) dan tidal< akan mendapatkan tekanan dari 
Pengusaha baik langsung maupun tidak langsung. 

8. Baik Pengusaha maupun Serikat Pekerja berkewajiban memberikan penje!asan kepada 
Pekerja mengenai isi, makna, pengertian dan jwa seperti yang telah ditetapkan dalam KKB 
ini. 

9. Pengusaha maupun F SP KEP berkewajiban menyebar1uaskan KKB ini kepada seluruh 
Karyawan / Karyawati PT. Surya Plastindo. 

10. Kewajiban kedua belah pihak u11tuk mentaati KKB ini da., mer.ertibkan anggota-anggotanya, 
ser1a dapat mengurus I memberi saran secara tertufis pada pihak lain apabila tidak 
mengindahkan isi KKB. 

Pasal ~ 

FASUTASUNTUK SERIKAT PEKERJA 

1. Pengusaha memberikan dispensasi maksimal 2 (dua) orang pengurus F SP KEP unit PT . 
Surya Plastindo untuk menghadiri undangan yang berkenaan dengan ketenagakerjaan ( 
mengikuti konggres, seminar, konferensi ) yang sifatnya penting sekali, dan Perusahaan 
akan memberikan bantuan keuangan menurut pertimbangan Pengusaha sejauh tidak 
me!anggar Undang-Undang. 

2. Pengusaha dapat memberikan ijin penggunaan ruangan dan alat-alat lainnya bila Serik<"t 
Pekerja membub.Jhkan untuk mengadakan rap at/ pertemuan dengan para anggotanya, asal 
rapat I pertemuan tersebut tidal< bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku serta 
mengingat k'.:lfldisi dan situasi Perusahaan. 

3. Serikat Pekerja akan menQajukan permohonan secara ter1ulis kepada Pimpinan Perusahaan 
3 ( tiga ) hari sebe!umnya, untuk i jn menggunakan ruangan rapat tersebut ( kecuali sanga: 
penting) dengan menyebutkan acara dalam rapat / pertemuan serta. jumlah undangan yang 
hadir. 

4. Pengusaha memberi kesempatan kepada anggota pengurus F SP KEP unit PT. Surya 
Plastindo guna .menyelesaikan pekerjaan keorganisasian sepanjang tidak menggangu 
pekerjaan. 
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Pasal 3 

PERUNDINGAN - PERUN OINGAN 

1. Apabila Pengusaha ataupun Serikat Pekerja akan mengadakan perundingan masalah 
ketenagakerjaan, maka safah satu pihak harus m enga~kan secara tertulis, kecuali dalam 
keadaan mendesak. Kedua belah pihak sepaka t untuk menyelesaikan setiap masalah 
melalui jalur musyawarah untuk mufakat 

2. Dal am hal perLJedaan· - perbedaan pendapat yang tidak dapat dipecahkan, masalah yang 
menjadi perselisihan itu dapat diteruskan kepada pihak ketiga sesuai Undang-Undang Nomor 
22 lahu,11957, baik oleh pengusaha maupun oleh Serikat Pekerja. 

f dSal 4 

PENERIMAAN KARYAWAN / KARYAWATI BARU 

1. Untuk dapat diterima seoagai Karyawan I wall harus memenuhi krileria sebagai berikul : 
A. lulus test adrrinistrasi : 

a. Mengajukan surat lamaran. 
b. F oto copy ijazah lerakhir yang sah dan transkrip nilai yang sah 
c. Surat pengalaman kerja ( apabila memiliki ). 
d . Surat Kelerar.gan Kelakuan Baik dari pejabat yang berwenang. 
e. Surat keterangan be-badan sehat dari dokter. 
f. F ao copy KSK ( Kete-angan SJsunan Keluarga ). 
g. Fao copy tqP 
h. Umur minimal 18 tahun 
i. Pas photo ◄ x 6 sebanyak 2 lembar. 

a lulus test tulis dan wawancara sesuai dengan bagian yang dibutuhkan. 
2. Karyawan I Karyawati baru acfalah Calon Karyawan I Karyawali yang memenuhi sbb : 

a. Telah menjalani masa pe,-cobaan 3 (liga) bulan, dan Pengusaha menganggap calon 
Karyaw.-n I Karyawati cukup mampu melakukan pekerjaan yang ditugaskan kepadanya. 

b. Menunjukkan loyalltas / pengabdian yang baik pada Perusahaan I Atasannya. 
3. Masa percobaan dimaksud sebagai penyesuaian dan unbJk mengetahui perkembangan 

kesanggupan Karyawan I Karyawati serta untuk memberi kesempalan kepada Perusahaan 
untuk mempel ajari sifat-sifat kepribadian dan kemampuan I prestasi calon Karyawan I 
Karyawati dalam menjalankan tugas-tugas yang diberikan. 

4. Selama masa percobaan masing-masing pihak dapat :nemutuskan hubungan ke-ja tanpa 
syaral kecuali upah yang b elum diberikan selama Karyawan I Karyawali bekerja. 

5. Dengan pengangkatan calon Karyawan I Karyawati menjadi Karyawan I Karyawati tetap 
mengandung pengertian bat-a karyawan telah mengetahui dan bersedia mematuhi KKB. 

Pasal 5 

PROMOS! DAN MUTASI 

1. Pemindahan karena promosi ( peningkatan ) akan dibe-ikan Surat Keputusan dengan 
ketentuan percobaan 3 (tiga) hulan, dan setelah diev,.luasi sesuai dengan jabatannya akan 
mendapatkan ~enyesuaian komponen upahnya. 

2. Pemindahan karemL mutasi karena untuk bagian lain yang siatnya bukan peningkatan , 
komponen upahnya akan disesuaikan dengan bagian yang baru. 
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3. Pemindahan karena sanksi pelanggaran dapat juga dilakukan walaupun lidak sesuaidengan 
ketrampilan semula, mengenai upahnya akan disesuaikan dengan bagian barunya. 

◄. Pemindahan karena kesehatan pekerja dengan Surat Kelerangan dari dokter yang ditunjuk 
oleh Perusahaan, maka pekerja dapat dipindahkan ke bagian lain dengan ketentuan 
upahnya akan disesuaikan. 

Pasal 6 

JAM KERJA PERUSAHAAA 

1. Pada azasnya jam kerja di Perusahaan adalah 7 jam sehari dan 40 jam seminggu, melebihi 
dari ketentuan tersebut adalah kerja lembur. 

2. Jam kerja di Perusahaan adalah telah diatur menurut kerja shift bagi kary;;.,an bagian 
produksi dan non shit bagi Karyav.ran bagian kantor dan bagian-bagian tertentu, 

Shift I = jam 07 .00-15.00 
Shift II = jam 15.00- 23.00 
Shift Ill = jam 23 .00-07.00 

3. Bagi Karyawan kantor dan Satpam , jam kelja tel ah diatur tersendiri oleh Perusahaan. 
4. Jam kerja sopir adalah jam 06.00- 16.00 dan ketentuan lain-lain telah diatur tersendiri . 

Pasal 7 

KERJA LEMBUR 

1. Kerja lembur dilakukan alas dasar sukarela, kecuali diwajibkan dalam hal-haJ : 
a. Apabila pekerj aan harus diselesaikan dengan segera. 
b. Dalam hal--hal seperti kebakaran, peledakan, banjir dan apabila ada peke-jaan yang jika 

tidak segera diselesaikan akan membahayakan kesehatan dan keselamatan o<ang. 
c. Bila dalam masa-masa ter1entu ada pekerjaan yang bertimbun-timbun yang harus sege-a 

di selesai kan. 
d. Dalam hal pekerjaan tersebut harus dikerjakan secara terus - mene-us I konti)U karena 

faktor mesin. 
2. Kerja lembur nerus selama 1 ( satu ) shit akan mendapatkan tunjangan extra lembur 

sebesar Rp. 1.750. 

Pasal 8 

KEWAJIBAN UMJM 

1. Setiap Karyawan / Karyawati mencurahkan tenaga dan pikirannya dalam melaksana~n 
tugas I v.ewenang dan t:anggung jawab serta memperhatikan peb.mjuk-petunj.Jk dan cara 
kerja seperti yang telah ditetapkan Pe-usahaan. 

2. Setiap Karyawan I Karyawati wajib menj,mjung tinggi tugas, wewenang jabatan dan 
tans;gung jawab yang di bebankan kepadanya, dan tidak boleh menerima sesuatu apapun 
dalam bentul< apapun, dan dimanapun baik secara langsung maupu, tidak langsung kepada 
I dari Supplier I customer Perusahaan. 

3. Setiap Karyawan / Karyawati wajb merahasiakan semua haH1al yang diketahuf dalam arti 
kata yang seluas-luasnya dari usaha I hubungan usaha Perusahaan. Misalnya cara kerja, 
gambar-gambar, kontrak-kontrak, dan lain-lain kepada pihak lceliga. 
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4 . Setlap Karyawan I Karyawatl wajib bertindak patuh pada ketentuan peb.J111A<-petunjuk tata 
tertib kerja yang telah ada d Perusahaan. 

5 . Setiap Karyawan / Karyawati wajb menjaga bersama agar tempat I ruang kerja masin~ 
maslng dalam keadaan teralur dan bersih sehingga dapat melancar1<an pelaksanaan kerja. 

6. Setiap Karyawan / Karyawati wajib memelihara I menjaga dengan hati-hati temadap mesin­
mesl dan peralatan-peralatan lain yang d ipergunakan serta segera melaporl<an apabila 
terjadi sesuatu yang tidal< beres. 

7. Setiap karyawan / Karyawali wajb memelihara rasa tanggung jawab bersama, semangat 
gotong-royong , lolong-menolong, sopan sanlm dan tata tertib pekerjaan agar tugas yang 
dibebankan kepadanya dapat tercapal dengan baik dan lancar. 

8 . Setiap karyawan / karyawati wajib memelihara, menjaga dan melaksanakan waktu kerja 
secara efeldif dan efisien sesuai dengan jadwal dan kegiatan masing-masing. 

9 . Pada akhir hub11ngan kerja setiap Karyawan I Karyawali harus menyerahkan dengan segera 
sernua korespondensl / surat-surat, catatan-catatan, gambar-gambar dan inventaris 
perusahaan baik diminta maupun tanpa diminta 

Pasal 9 

TATA TERTIB DAN DISIPLIN KERJA 

1. Setiap Karyawan I Karyawati dilarang datang tertambat dan meninggalkan pekerjaan I pulang 
sebelum waktunya tanpa ijin dari atasannya. 

2. Setiap Karyawan / Karyawati dilarang melakukan perbuatan yang melanggar kesopanan I 
kesusilaan maupun sopan santun dalam Perusahaan. 

:\. Setiap Karyawan / Karyawati dllarang melakukan perbuatan yang melanggarperaturan / tala 
tertib yang dapat membahayakan diri sendiri ataupun teman sekerja. 

4. Setiap Karyawan / Karyawati dilarang menolak perintah yang layak dari Pimpinan 
Perusahaan ataupun orang lain yang ditunjuk oleh Perusahaan. 

5. Setiap Karyawan / Karyawati dilarang minum-mnuman yang sifatnya memabukkan didalam 
lokasi ker)a / lingkungan Perusahaan. 

6. Setiap Karyawan I Karyawati d larang mengedarkan daftar sokongan, menempekan, 
memasang poster atau !l)anduk baikdi halaman maupun di lingkungan Perusahaan. 

7. Setiap Karyawan / Karyawali dlarang memawa keluar baran~barang milik Perusahaan atau 
barang-barang milik orang ketiga I orang lain yang dipercayakannya tanpa seijin Pimpinan 
Perusahaan. 

a. Setiap Karyaw-an I Karyawati dhrang mengadakan rapat-rapat I penemuan-pertemuan di 
lingkungan Perusahaan tanpa jn Pimpinan Perusahaan. 

9. Setiap Karyawan I Karyawati selama jam-jam kerja berlangsung tidak diper1<enankan 
mengerjakan aktivitas-akti~tas lainnya selain tugas yang diberikan. 

10. Setiap Karyawan I Karyawati secara tertib dan cermat harus mengik~i petunjuk-petunjuk 
pelaksanaan giliran shit, lstirahat, ibadah / sholal 

11. Setiap Karyawan / Karyawati dilarang berteriak- teriak keras yang membuat gaduh. 
12. Setiap Karyawan / Karyawati dilarang memperlamb at pekerjaan yang menjadi tugasnya. 
13. Setlap Karyawan / Karyawati d ilarang merokok dan menimbulkan api pada tempat-tempat 

yang bertanda larangan / mudah terbakar. 
14. Setlap Karyawan I Karyawati diwajlbkan memakai pakalan yang telah ditenlukan dan 

bersepatu, ketenuan lain dlatur sebagal berikut : 
a. Untuk hari senin s/d jl#Tl'at memakai pakaian seragam dan bersepatu. 
b. Untuk hari sabtu dan minggu memakai pakaian bebas ( celana pa11ang ) dan 

bersepatu, kecuali k.ryawati sta! kantor_ 
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c Pada saat tertenlu k arend tugas atau kepenlingan Perusahaan. untuk kepala 
Departemen atau karyawan yang ditunjuk diperbolehkan memaka, pakaian resmi. 

15 Se~ap karyawan lakHaki dilarang memakai anting { giwang) dan memet ihara rambul 
paniang, harus dipotong yang rapi dan sopan. 

16 Setiap karyawan/wat i haru s me111bawa kartu absensi pada saat masuk kerja, ketentuan 
absen diatur sesuai dengan peraturan yang ada. 

17. Untuk bagian tertentu karena sifat pekerjaan, pada waldu kerja d1perbolehkan memakai kaos 
yang wamanya mirip dengan pakaian seragam yaitu L•ntuk bagian : 

A. PRODUKSI : 
Bagian Extruder, Afval, Packing, Rollsheel 

B. LOGISTIK · 
Bagi an Exped1s1 ( P. Sopir ). 

Ketentuan la in yaitu setiap keluar masuk Perusahaan tetap memakai pakaian seragam 
kecuali tugas kerja dari PT. SP Ike PT. SP II atau sebaliknya. 

18 Bagi karyawan/wati yang mendapat fasilitas pakaian kerja ( katelpak ) harus dipakai pada 
waktu kerja. 

• 9 Sehap karya...,an/wali yang memakai jakel / mantel harus ditempalkan pada tempat yang 
tel ah ditentukan, di larang dibawa masuk ke lokasi Perusahaan ( tempat kerja ). 

Pasal 10 

PENGUPAHAN 

Yang dimaksud dengan pengupahan adalah imbalan berupa uang yang diberikan oleh 
Perusahaan kepada Karyawan / Karyawati sehubungan dengan karya dan pikiran serta tenaga 
yang telah diberikan kepada Perusahaan. 
1 Pengupahan bagi pekerja tetap diberikan oleh Pengusaha dengan memperhatikan ketentuan 

upah minimum yang bertaku di Dali I Ja'.·!a Timur. 
2 Pengupahan Pekerja sesuai UMR mengacu pada peraturan yang dikeluarl<an· oleh lnstansi:­

yang berwenang. 
3. Bagi Pekerja haria:O yang mempunyai jabatan minimal kepala regu akan diberikan tunjangan 

jabatan. T:.mjan1;an jabatan merJpaKan tunjang3n lidak tetap da., ck3n dicabut ,1lal1 dih:ipu!E 
apabHa sudah fdak menJabal lagi. . 

4. Bagi Pekerja Harian akan dibayarkan gajnya setiap hari Sabtu dengan dasar perhitungan 
hari Jum'at s/d Kamis. Bagi Pekerja Bulanan akan dibayarkan setiap akhir butan dengan 
dasar perhihmgan tanggal 1 std akhir butan. 

5 Bagi Pekerja Bulana'1 akan diadakan kenaikan gaji berkala seliap satu tahun. yaitu pada 
bulan Januari . Besar kenaikan gaji disesuaikan dengan kondisi I kernampuan Perusahaan, 
masa kerja dan prestasi kerja. 
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Pasal 11 

PERHITUNGAN UPAH LEMBUR 

Oasar p erMungan upah lembur adalah sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja 
No.: KEP-72,1\IIEN/1984. 
1. Pada hari-hari kerja b iasa : 

a. Untuk jam pertama pembayarannya dihib.mg alas dasar, 

Gaji/upah sebulan 
- ------------ X 1 ½ atau 

173 

Upah sehari x 30 
----------- X 1 ½ 

173 

b. Untuk setiap jam kerja lembur antara jam kedua dan seterusnya, pembayarannya 
dihitung alas dasar, 

Gaj/upah sebulan Upah sehari x 30 
-------- ------- X 2 atau ------ --- X 2 

173 173 

2. Pada hari istirahat mingguan dan hari libur resmi : 
a. Untuk seti ap jam dalam batas tuj.Jh jam pertama, 

Gaj/upah sebulan Upah sehari x 30 
------------- X 2 atau ------- -- X 2 

173 173 

b. Untuk j;,m kedelapan, 

Gaj/upah sebulan Upah sehari x 30 
------------- X 3 atau - ------- X 3 

173 173 

c. Untuk jam kesembilan dan seterusnya, 

Gaj/upah sebulan Upah sehari x 30 
------------- X 4 atau X 4 

173 173 

3. Pada hari libur resmi bertepatan dengan hari kerja pendek ( Jum· at atau Sal::U) sbb : 

a. Untuk setiap jam dalam balas enam jam pertama 

Gaj/upah sebulan Upah sehari x 30 
-------- ----- X 2 atau - ------ --- X 2 

173 173 
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b. Untuk jam ketujuh, 

Gaj/upah sebulan Upah sehari x 30 
----------- X 3 atau ---- --------- X 3 

173 173 

C. Untuk jam ke delapan dan seterusnya, 

Gaj/upah sebulan Upah sehari x 30 
------------- X 4 atau ------------- X 4 

173 173 

4. Bagi Karyawan / Karyawati yang mempunyai j.Jmlah gaji tertentu, maka upah lemburnya 
diperhitungkan menurut tabel asumsi 

Pasal 12 

CUT I 

1. CutiTahunan : 
a. Karyawan / Karyawati berhak alas cuti tahunan dengan gaj /upah penuh setelah bekerja 

terus menerus selama dua belas bulan. 
b. Cuti tahunan berlangsung selama dua belas hari kerja. 
c. Permdionan cuti harus diajukan oleh Karyawan / Karyawati satu minggu sebelum hari 

cutinya pada Per;onal ia. 
d. Hak cuti tahunan bagi Karyawan / Karyawali yang telah mempunyai masa kerja lebih dari 

lima tahun adalah sbb : 
6 sampai dengan 10 tahun mendapat cuti 17 hari ker)aAahun 
11 sampai dengan 15 tahun mendapat cuti 18 hari ker)aAahun 
16 sampai dengan 20 tahun mendapat cuti 19 hari kerjaAahun 

e. Hak cuti tidak diperkenankan untuk dipindahkan ke tahun masa kerja berikutnya. 
f. Sisa cuti tahunan j ka tidak diambil dapat diganti uang dengan perhitungan : 

Gaj/upah sebulan dibagi 30 atau Upah sehari kerja. 
t<etentuan pengajuan : 

Pengajuan 1 minggu sebelum masa cuti habis. 
Jika pengaj.Jan kurang dari 1 minggu maka sisa cuti tidak dibayar. 
Sisa cuti dibayar pada akhir bulan masa cuti. 

2. CUti Hamil : 
Karya-..vali berhak alas cuti hamil tiga bulan dengan mendapat gaji penuh. Cuti t«sebut mut ai 
bef'laku satu bulan menjelang melahir1<an dan dua bulan setelah melahirkan. 
Karya-wati yang oleh karena kesehatan mengalami gugur kandunganberhak alas outi seiama 
dua bulan. 
Kedua hal tersebut diatas harus dibul¢ikan dengan surat keterangan dari dold« / Bidan. 
Apabi la karyawati melahi rkan sebelum mengaj.Jkan cuti hamilnya, maka kepadanya hanya 
diberikan sisa cuti hamilnya. yaitu dua bulan. 

3. Cuti Haid : 
a. Bagi pekerja wanita yang karena hald merasakan sakit, ciiperbolehkan istirahat dua h'ari 

dengan upah penuh, yaitu pada hari pertama dan kedua. 
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I>< Cuti haid tidak ber1aku bagi Peke!ja wanila yang sedang hamil. . 
Bilamana ada Pekerja wanila har..i mengambil ruti ha.id, maka akan diper-hitungkan 
( dipotong ) dengan cuti hamilnya 

Pasal 13 

IJIN TIDAK MASUK KERJA DAN DISPENSASI 

1. Prosedur ijin · 
a Bagi Karyawan / Karyawati yang lidak masuk kerja karena ada kepentingan pribadl, 

harus minla ijin paling larrbal satu hari sebelumnya. 
b, Bagi Karyawan / Karyawati yang lidak masuk ker-ja karena sakil harus dibuktilcan dengan 

Surat Kelerangan Dokter I Astek ( calalan : untuk sakil yang opname,su-at kelerangan 
dokter l idak masuk dalam evaluasi penilaian absensi ). 

c. Bagi Karyawan / Karyawati yan g lidak masuk ke,-ja karena salol bertepatan masuk shift 
Il l diperbolehkan mengetahul RT / RW set«npat, dimana surat keterangan tersebul 
dalam 1 ( salu) bulan l idak boleh leb1h dari satu lea.Ii. 

d. Bagi karyawan I karyawali harian/bulanan yang lelah di ikulkan program Asek. sural 
keterangan dokter harus mengetahui dol<ter- Astek, diluar ketentuan tersebul untuk 
karyawan/wali harian upah tidak dibayar. 

e. Bagi karyawan I karyawati bulanan dluar ketentuan tersebut dua kali dafam satu b·ulan 
akan mendapat sanksi sesuai ketentuan yang a.da. 

2. a . Dengan ljin Pimpinan Perusahaan dalam hal lni melalui At..sannya langsung, Karyawan I 
Karyawati dapat meninggalkan pekerjaan I absen , tidak masuk kerja l anpa menerima 
upah. 

b. Dalam hal-hal mendesak / darural ijin dapc!t <ilakukan ter1ebih dahulu. kemudlan harus 
dipertanggung jawabk3n dengan disertai alasan / buktl yang kuat. 

c. Bagi Karyawan / Karyawati yang tidak memenuhi ketentuan-ketenhlan yang 
ber1aku,dianggap mangkir / alpha dan kepadanya akan diberi<an surat Peringatan. 

d. Perhilungan ijin pad a waktu kerja bagi Karyawan / Karyawati Harian sebagai berikut : 
Untuk hari Sen in s/d Kam is : 5 jam kerja / lebih dibayar penuh. 
Untuk hari Senin s/d Kamis : 4 Jam kerja dibayar ½ upah. 
Untuk hari Jum'at s/d Sabtu : 4 Jam kerja dibayar penuh. 
Untuk hari Jum'al s/d Sabtu : 3 jam kerja dibayar ½ upah. 
Seisin ketentuan di alas lidak dibayar. 

3. ljn meninggalkan pekerjaan dengan mendapat upah: 
ljln meninggalkan pekerjaan dengan tetap mendapal l!pah adalah untulc hal-hal sebagai 
berikul : 
a,. Perkawinan Karyawan I Karyawati 3 hari 
b. lstri Karyawan melahirkan atau keguguran kandungan 2 hari 
c. lstri/suamilanak Karyawan / wati menlnggill dunia 2 hari 
d . Perkawinan anak Karyawan /wati 2 hari 
e. Orang tua/mertua.tnenantu K.aryawan /wati meninggal dunia 2 hari 
f. Mengkhllankan anak Karyawan /wati 2 hari 
g. Pembabtisan anal< Karyawan / wati 2 hari 
h. Anggota keluarga dalam satu rumah meninggal o.inia 1 hari 
I. Mendapal kecelakaan dalam menjalankan tugas dari Perusahaan. 
j. Saki! yang dibuk!ikan dengan Surat Keterangan Dokter. 
k.Memenuhl kewajiban lbadah haji, yang hanya ciberikan satu ka!:. Permohonan ijinnya 

harus diajukan satu bulan sebelum tar,,1g ill ijinnya dengan disertai bukti-bukti yang . 
di perlu kan. 
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4. Dispensasi yang mendapal upah penuh adalah dalam rangka memenuhi kewajiban negara 
antara lain : 
a Pelugas Pemilu. 
b. Panggilan res mi dar, Kepolisian / Yang berwajib sebagai saksi. 
c. Pelugas Kearn a nan dalam rangka kunjungan R-eside I W apres. 
d. Mengikuti kegialan daerah dengan surat dlspensasi / keterangan dari Carnal ( paling 

rendah ). 
5. Dispensasi yang upahnya lidak dibayar adalah dispensasi diluar ayat llga dan empat diatas. 

Pasal 14 

ISTIRAHAT, SAKIT DAN 
MENJADI TAHANAN PIHAK BERWAJIB 

1. Karyawan I karyawab yang menderita sakit ser1a memerlukan wakb.J lstirahat yang cukup 
lama dan sesuai dengan Surat Keterangan Dokter, akan m.?ndapatkan upah sebagai berikut 
a Pada 4 ( empat ) bulan per1ama upah dibayar 1 CO %. 
b. Pada 4 ( empat ) bulan kedua upah dibayar 75 %. 
c. Pada 4 ( empat ) bulan ketiga upah dibayar 50 %. 
d. Untuk bulan selan1,1tnya dibayar 25 %, sebelum perrulusan hl.bungan kerja dilakukan 

oleh Pengusaha. 
2 Jika Karyawan I Kar)Qwati tidak mampu melakukan pekerjaan lagi karena suatu kecelakaan 

yang disebabkan oleh kesalahannya / keleledorannya sendiri , maka kepadanya akan 
diber1akukan segala ketentuan yang berlaku berdasarkan Undang-Undang Keoelakaan No. 
03 tahun 1992. 

3 a . Bilaman a Karyawan / Karyii'Wali ditahan plhak yang berwajib karena diduga melakukan 
tidal< pidana bukan atas pengaduan, Perusahaan , maka gajnya lidak dibayar, tetapi 
kepada keluarganya akan diberikan bantuan pali ng lama 6 ( enarn ) bulan ( UU 
Ketenagakerjaan No.13 Th. 2003 pasal 160 ayat 1 ) dengan kelentuan sebagai berikut : 
- Unllk 1 ( satu ) orang tanggungan 25 % gaji / upah. 
- Untu4< 2 ( dua ) orang tanggungan 35 % gaji / upah. 
- U rnuk 3 ( tiga ) orang tanggungan 45 % gaji / upah. 
- UnilJk 4 ( empat ) orang tanggungan alau lebih 50 % gaji / upah 

b . Bilamana Karyawan I Karyawati dilahan pihak berwajib dan dalam hal pengad ilan 
memutuskan perkara pidana sebelum masa 6 ( enam ) bulan berakhir maka : 
- Dal am hal Karya,.,,an I Karyawati lidak bersalah, maka Perusahaan akan menerimanya 
kembali bekerja. 

• Dalam hal Karyawan I Karyawati; bersalah, Perusahaan berhak memutuskan, hubungan 
kerja sesuai Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 lahun 2003. 

c. Bilamana setelah 6 ( enam ) bulan masih ditahan yang berwajib (lermasuk lahanan waj ib 
lapor). maka Karyawan / Karyawati , tersebut dapat diputuskan hubungan kerjanya sesuai 
Undang-Undang Ke:enagakerjaan No. 13 tahun 2003 
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Pasal 15 

PENGOBATAH DAN PERAWATAN PEKERJA 

1. Bagi Pekerja yang mendapat kecelakaan pada waklu mendapat tugas ke luar kola / di 
lingkungan pabrik. maka mengenai biaya pengoblannya akan ditanggung oCeh Perusahaan 
sampal semb uh , b ila yang bersang kutan b elum ikut J>MSOSf B<. 

2 Bagi Pekerja yang mendapat kecelakaan waktu d inas kerja di pabrik alat..1 pada waktu 
berangkat I pulang kerja, maka biaya pengobatannya akan ditanggung Perusahaan bila yang 
bersangkutan belum ikut JAMSOSTEK dan apabila 5Udah lkut ASTEK akan diganti oCeh 
plhak JAMSOSf EK. 

3. Prosedur tentang tata cara pengobiltan dan perawatan kecelakaan kerja diatur tersendiri 
oCah Pe-usahaan. 

Pasaf 16 

KESELAMATAN DAN KESEHATAN KER.IA 

1. Setiap Pekerja harus menjaga keselama!an dirinya sendiri dan rekan kerjanya serta segera 
melapakan kepada Atasannya bila terdapat perbuatan /keadaan yang tidak aman di tempat 
kerja yang dapat mengakibatkan kecelakaan / membahayakan. 

2 Bagi Peke'fja yang diberikan alat kesehwnatan kerja, dafam melaksanakan tugasnya harus 
selalu menggunakan alat-alat ~rsebut sebagairmina mestinya dan dijaga keutuhannya. 

3. Setiap Karyawan I Karyawati wajib menggunakan alat-alal keselamatan kerja sesuai dengan 
petunjl.k yang telah dibefikan dan apabila tidak digunakan Karyawan / Karyawati tersebut 
akan mendapat sanksi. 

-4. Pengusaha akan menyediakan ala!-alat pemadam kebakaran. 
5. Pengusaha akan menyediakan foo<fing ( makanan/minuman penunjang ) kepada Pekerja 

yang sifal pekerjaannya dipandang pe,-lu untuk m endapatkannya. 
6. Peli!l<sanaan pengawasan keselamatan dan ke.sehatan kerja dilakukan oleh pengurus P2K3 

yang telah dibentuk oCeh Perusahaan. 

Pa.sal 17 

PEM ERIKSAAN KESEHA TAN· 

1. Perusahaan berhak mengadakan pemerll.saan kesehatan bagi semua Karyawan / Karyawatl 
secara berl<ala blla dip an dang per1u. 

2 Semua biaya guna pemeriksaan ini adalah ditanggung Peru.sahaan. 

Pasal 18 

JA M S O S T EK 

1. Sepanjang kondisi Perusahaan mernungkinkan, Perusahaan bertekad untuk 
mengikutsertakan Karyawan I Karyawat..i menjadi pese,ia Jarninan Sosal Tenaga Kerja 
sesuai dengan aturan yang be~aku. 
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Pasal 19 

GAN:rl RUGI 

1. Karyawan / Karyawati diwajbkan membayar ganti rugi kepada Perusahaan apabila : 
a. Karyawan I Karyawati yang menghilangkan atau dengan sengaja merusakkan barang­

barang milik Perusahaan. 
b. Karyawan I Karyawali yang kurang hatl hati / sembrono atau karena salahnya sehlngga 

Karyawan / Karyawati yang bersangkutan menimbulkan kerugian bagi Perusahaan. 
c. Karyawan I Karyawali yang lidak mentaati kewajban-kewajban atau segala petunjuk 

me~genai tata cara kerja sehingga menimbulkan kerugian bagi Perusahaan. 
Pelaksanaan Pernbayaran ganti rugl berpedoman pada ketentuan Peraturan Pemerintah 
No. 8 tahun 1981 ( Per1indungan Upah ). 

Pasal20 

PERINGA T AN 

1. Perusahaan akan memberikan peringatan kepada Karyawan / Karyawati yang melakukan 
pelanggara~elanggaran, adapun benaik peringatan tersebut adalah : 

Peringatan lisan. 
Peringalan tertulis ke : dengan masa berlaku 3 bulan sejak tlmbulnya surat peringatan. 

- Peringatan tertulis ke II dengan masa ber1alo.J 6 bu Ian sejak timbulnya surat peringatan. 
- Peringatan tertulis ke Ill / terakhi r dengan masa bertaku 8 bulan sejak timbulnya surat 

peringatan. . 
a. Peringatan ke Ill / terakhir dapat j.Jga diberikan I dilaksanakan skorsing atau 

Perusahaan dapat mernberhenlikan Karyawan / Karyawati yang bersangkutan. 
b. T indakan skorsing sebelum pemutusan hubungan kerja kepada karyawantwati , tetap 

mendapat upah beserta hak-hak yang blasa dlterima. 
c. Bahwa setiap peringatan tidak selalu berurutan diberikan me~hat besar kealnya 

kesalahar. y?ng dilakukan Karyilw.ln / Karyawati. 
2. Adapun pelanggaran /kesalahan darl Karyawan I Karyawati yang mendapat surat perlnpatan 

antara lain : 
a. Memperlambat pekerjaan dengan sengaja. 
b. Melanggar tala tertib & kedisiplinan Perusahaan 
c. Tid al< menghlraukan ketentuan-ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja. 
d. Menolak perintah yang layak darl Alasan. 
e. Tidak cakap melakukan pekerjaan walaupun dicoba di bagian-bagian yang ada didalam 

Perusahaan. 
f. Tidal< memakai pakaian tertentu dan tidak befsepatu. 
g. Telah 1 kali mernbuat 9Jral pemyataan tidak akan mengulangi lagi terhadap peanggaran 

tata tertib dan kedisiplinan yang bertaku. 
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Pas.-,I 21 

PEMU TUSAN HUBUNGAN KERJA 

Pada prinsi pnya Perusahaan tidak menghendaki adanya pemutusan hubungan ke:ja 
namun demikian apabila Karyawan / Karyawati melakukan kesalahan berat, rnaka kepadanya 
akan diberlakukan Undang-Undang Ketenagakerjaan Republik Indonesia No. 13 tahun 
2003,Tentang Penyefes;,ian Pemutusan Hubungan Kerja dan Penetapan Uang Pesangon, Uang 
Penghargaan Masa Kerja dan Uang Pengganlian Hak di Perusahaan. 
1. ljin pernutusan hubungan k erja dapat diberikan karena pekerja melakukan kesaJahan berat 

sebagai berikut : 
a. Penipuan, pencurian dan penggelapan barang/uang milik pengusaha atau millk teman 

sekerja atau milik teman pengusaha; atau 
b. Memberikan keterangan paJsu atau yang dipalsukan sehingga merugikan pengusaha 

atau kepentingan Negara ; atau 
c. Mabuk. minum-minuman keras yang mernabukkan. madat, memakai obat blus atau 

menyalahgunakan obat-obatan ter1arang atau obak>batan perangsang lainnya yang 
d ilaran(; oleh peraturan perundang-undangan . d1 ternpa: kerja . dan di tempat-tempat 
yang diteta pkan perusahaan ; atau 

d. Melakukan perbuatan asusila atau melakukan perµdian di tempat kerja : atau 
e. Menyerang. menganiaya , mengancam atau mengintimid;,si pengusaha atau teman 

sekerja di lingkungan kerja; atau 
f. Membujuk teman sel<erja alau pengusaha untlA< melakukan perbuatan yang 

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; atau 
g. Dengan ceroboh atau sengaja merusak alau membiar11an dalam keadaan bahaya barang 

mifik Perusahaan yang menimbulkan kerugian bagi Perusahaan; atau 
h. Membongkar atau membocor11an rahasia perusahaan atau menoemar11an narna baik 

pengusaha dan atau keluarga pengusaha yang sehan.snya d irahasiakan kecuali untuk 
kepentingan Negara ; dan 

i. Melakukan perbuatan lainnya di lingkungan Perusahaan yang diancam pidana pen.iara 5 
( lima) tahun atau lebih. 

2. Pengusaha dalam memutusk,,n hubungan k~rja pekerja dengar al"san sebagaimana 
d imaksud dalam ayat (1) harus menyertakan bukti yang ada dolam permohonan :jin 
pemutusan hubungan kerja. 

3. Terhadap kesalahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapal di lakukan tindakan 
skorsing sebelum ljin pemutusan hubungan kerja dibenl<an oleh Panitian Daerah atau Panijia 
Pusal. 

4. Pekerja yang diputuskan hubungan kerjanya karena melakukan kesalahan sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (1 ) tidak berhak alas uang pesangon dan uang penghargaan masa 
kerja, namun dapat memperoleh uang penggantian hak sesuai pasal 22 ayat 3. 

5. Pekerja yang mefakukan kesalahan diluar kesalahan sebagaimana dimaksud dalam aya'. (1) 
dapat dlputuskan hubungan kerjanya dengan mendapat uang pesangon. uang penghargaan 
masa kerja dan uang pengganlian hak. 

6 Dalam ha: terjadl pemutusan hubungan kerja karena alasan pekerJil melakukan kesalallan 
berat leti!pI pengusaha l1dak mengajukan permohonan I1In pemutusan hubungan kerja. maka 
sebelum ada putusan Panitia Oaerah alau Panilia Pusat . upah pekerja selama pr~es 
dibayar 100 % (serab.J s perseratus). 
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7. Dengan memperhatikan azas keseimbangan dan keadilan, pekerja d.:pat menga,ikan 
permohonan pengakhiran hubungan kerja kepada Panilia Daerah dan alau Panilia Pusat, 
apabila pengusaha : 
a. Melakukan penganlayaan, menghina secara kasar atau mengancam pekerja 
b. Membujuk dan atau menyuruh pekerja untuk melakukan perbualan yang bertentangan 

dengan undang-undang kesusilaan. 
c. 3 (liga) kali berturut-turut alau lebih lidak membayar upah lepat pada waktu yang telah 

dilentukan; 
d. · Melalaikan kewajiban yang tel ah dijanjkan kepada pekerja; 
e. Tidak memberikan pekerjaan secukupnya kepada pekerja yang upahnya berdasarkan 

hasil pekerjaan. 
f. Memerintahkan pekerja untuk mefaksanakan pekerjaan d i luar yang diperjanjkan; 
g. Memberikan pekerjaan yang membahayakan jiwa, keselamatan, kesehatan dan 

kesusi laan pekerj? sedangkan pekerjaan t ersebut tidak dlketahui pada waklu perjanjlan 
kerja dibuat 

8. Pemutusan hubungan kerja dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) pekerja 
berhak mendapat 2 ( dua ) kali uang pesangon, 1 ( satu) kali uang penghargaan masa kerja 
dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 22. 

Pasal 22 

PENETAPAN UANG PESANGON, UANG 
PENGHARGAAN MASA KERJA DAN GANT1 KERUGIAN 

1. Dalam hat Pemutusan Hubungan Kerja ( A-l K ), besamya uang pesangon di tetapkan sesuai 
UU Ketenagakerjaan NO. 13 Tahun 2003 paling sedfkit sbb : 
a. Masa kerja kuran;i dari 1 tahun 
b. Masa kerja 1 tahun atau lebih tetapl kurang dari 2 tahun 
c. Masa kerja 2 tahun atau lebih tetapf kurang dari 3 tahun 
d. Masa kerja 3 tahun atau lebih tetapl kurang dari 4 tahun 
e. Masa kerja 4 tahun atau leblh tetapl kurang dari 5 tal1un 
f. Masa kerja 5 tahun atau leblh tetapl lo.Jrang dari 6 tahun 
g. Masa kerja 6 lahun atau leblh telapl kurang dari 7 tahun .•.. 
h . Masa kerja 7 lahun alau lebih tetapl kisang dari 8 tahun 
I. Masa kerja 8 tahun a tau leblh ... ...... .... .................... . 

2. Besamya uang penghargaan masa kerja ditetapkan sesuai UU 
Tahun 2003 sebagai berikut : 

1 bulan upah; 
... 2 bu Ian upah; 
. .. 3 bu Ian upah; 

4 bulan upah; 
... 5 bu Ian upah; 
. . 6 bulan upah; 
.. 7 bulan upah; 
. 8 bulan upah 
9 butan upah 

Ketenagakerjaan No. 13 

a. Masa kerja 3 tahun a tau lebih tetapf kurang darl 6 tahun ..................... 2 bu Ian upah; 
b. Masa kerja 6 tahun atau lebih tetapl kurang darl 9 tahun ... .................. 3 bu Ian upah; 
c. Masa kerja 9 tahun atau lebih tetapi kurang dari 12 tahun ..................... 4 bulan upah; 
d. Masa kerja 12 tahun atau lebih tetapl kurang dari 15 tahun ..................... 5 bulan upah; 
e. Masa kerja 15 tahun alau lebih tetapi kurang dari 18 tahun ........... ..... . .... 6 bulan upah; 
f. Masa kerja 18 tahun atau lebih tetapl klXang darf 21 tahun ..................... 7 bu Ian upah; 
g. Masa kerja 21 tahun atau lebih tetapi kurang dari 24 tahun ..................... 8 bulan upah; 
h. Masa kerja 24 tahun atau lebih ......................................................... 10 bu Ian upah. 
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3 . Besarnya uang penggantian hak d itelapkan sesuai UU Kelenagakerjaan No. 13 tahun 2003 
sebagai berilrul : 

a. Ganti kerugian islirahat tahunan yang belum diambil dan belum gugur. 
b . Ganli kerugian untuk lstirahal panjang bilamana di Perusahaan yang b~rsangkutan 

berlaku peraturan islirahat panjang dan pekerja belum mengarrbil lstirahal itu 
menurul perbandingan antara masa kerja pekerja dengan masa kerja yang 
dHenlukan unluk dapal mengambil istirahat panjang. 

c. Biaya atau ongkos pulang untuk bekerja dan keluarganya ke temp at di mana pekerja 
dilerima bekerja. 

d . Penggantian perumahan serta pengobatan dan perawalan ditetapkan sebesar 15 % ( 
llma betas persen ) dari uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja 
apabila masa kerjanya telah memenuhi syaral untuk mendapatkan uang 
penghargaan masa kerja 

e . Hal - hal lain yang diletapkan dalam kesepakatan kerja bersama. 
4 . Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja karena pekerja mengundurkan d iri alas 

kemauan sendiri dan dengan ilikad balk, maka pekerja berhak aids uang penghargaan masa 
kerja dan Uang pengganlian hak sesuai dengan ayat (2) dan ayat (3), ketenluan lain dialur 
sebagai berilrul : 

a. Unluk karyawan/karyawati kabag ke bawah berhak alas uang penghargaaan masa 
kerja sesuai ayal 2. 

b. Unluk l<aryawani1<aryawali di alas kabag uang penghargaan masa kerja ½ dari ayat 2. 
c. Pengajuan 9.Jral pengunduran diri ke Perusahaan selambat-lambalnya 30 hari 

sebelum langgal mulai pengunduran diri, kecuali dikehendaki oleh kedua belah fihak. 
d. Tidak terikal dalam ikatan dinas. 
e . Tetap melaksanakan kewajibannya sampai tanggal mulai pengunduran diri. 
f. Bagi karyawan/karyawati dalam tenggang waktu pengajuan pengundl.ran diri 

melanggar ketentuan yang ada atau kondite absensi kurang. maka lidak berhak alas 
uang penghargaan masa kerja sesuai ayal 2. 

5 . Dalam hal pemulusan hubungan kerja perorangan bukan karena kesalahan pekerja tetapi 
pekerja dapal menerima pemutusan hubungan kerja, maka pekerja berhak uang pesangon 
paling sedikil 2 (dua) kali sesuai kelentuan pada ayat (1), uang penghargaan masa kerja 
sesual ketentuan pada ayal (2) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan pada ayal (3), 
kecuall alas persetujuan kedua belah pihak ditentukan lain. 

6 . Dalam hal pernulusan hubungan kerja massal karena perusahaan tutup akibat mengalami 
kerugian terus-menerus disertai dengan bukti laporan keuangan yang telah diaudit deh 
akl.lntan publik paling singkat 2 (dua) tahun terakhir, atau keadaan memaksa (foroe majeur) 
besamya uang pesangon s!!suai kctentuan pada ayat ( 1), uang penghargaan masa kerja 
sesuai ketentuan pada ayat (20) dan uang pengganlian hak sesuai ketenbJan pada ayilt. (3), 
kecuali alas persetujuan kedua belah pihak ditetapkan lain. 

7. Dalam hal pemutusan hub\Xlgan kerja massal karena perusahaan tutup bukan karena alasan 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) atau karena perusahaan melakukan efi!iensi, maka 
pekerja bemak alas uang pesangon sebesar 2 (dua) kali sesuai ketentuan pada ayat (1), 
uang penghargaan masa kerja sesuai ketentuan pada ayat (2) , dan uang penggantian hak 
sesual ketenluan pada ayat (3). kecuali ataspersetujuan kedua belah pihak ditetapkan lain. 
Dalam hal pekerja putus hubungan kerjanya karena usia pensiun, dan dalam perjanjian kerja 
atau peraturan perusahaan atau kesepakatan kerja bersama telah diatur adanya jaminan 

,._ 
8 . 

atau manfaat pensiun maka pekerja lidak berhak mendapakan uang pesangon, uang 
penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), 
(2) dan ayat (3), kecuali diatur lain dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan at:au 
perjanjian kerja bersama. 
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9 Dalam hal perianjan kel)a atau peraluran perusahaan atau kesepakatan kel)a bersama tidak 
mengatur jaminan atau manfaat pensIun maka pengusaha wajib membenkan kepada pekerja 
yang putus hubungan kerjanya uang pesangon sebesar 2 (dua) kali sesuai ketentuan pada 
ayat (1 ). dan uang penghargaan masa kerja sesuai ketentuan pada ayat (2) , dan uang 
penggantian hak sesuai ketentuan pada ayat (3), kecuali ata.s persetujuankeduabelah pihak 
ditetapkan lain. 

10. Dalam hal pekerja putus hubungan kerjanya karena meninggal dunia, maka pengusaha wajib 
membayar santunan kepada ahli waris pekerja yang sah, uang pesangon sebesar 2 (dua) 
kali sesuai kelentuan pada ayat ( 1), dan uang penghargaan masa kerja sesuai kelentuan 
pada ayat (2), dan uang penggantian hak sesuai ketentuan pada ayat (3). 

Pasal 23 

TUNJANGAN HARi RAYA 

PengL,o;aha akan memberikan Tunjangan Hari Raya ( THR ) kepao:i Pekerja yang ditinjau 
dari masa kerjanya 
1. Bagi Pekerja Harian dan Bulanan yang belum lepas masa percobaan 11dak diberikan THR. 
2 a. Bagi Pekerja Harian yang masa kerjanya kurang dari selahun , akan memperoleh THR 

dengan perh1tungan sbb 

Masa kerja (dalam bulan) x (upah sehari x 30) 
-·-·-----------------------------

12 
a. Bagi PekerJa Bulanan yang masa kerjanya kurang dari satu l3hun , per.,t;enan THR 

d1;1ilung secara proporsional. 
:;, Bagi Pekerja yang mempunyai masa kerja satu tahun atau lebih, maka akan memperdeh 

THR sebesar satu bufan gaji a tau 30 x upah seha,i bag I Karyawan Harian. 
4. Pengusaha akan membayar THR kepad2 Pekerja sebelum jahJhnya Harl Raya ldut Fitr 

sedang waldurya "'kan ditentukan melafoJ, 'Tlus;av.Jre,t, ci~ngan F SP KEP. 
5. Bonus produks. dalam satu t2hun diberikan ber,;amaan dengan pembagian THR dergar. 

perhltungan : 
7,5 % ( pertahun) X masa kerja 

Bonus produksi diberikan kepada karyawan/karyawati yang mempunyai masa kerja min. 
tahun. 

6. Untuk menghitung masa kerja diatas diletapkan sebagai berilrut : 
Masa kerja .! langgal 15 akan dibulatkan satu butan ke alas. 
Masa kerja < langgal 15 akan dibulatkan salu bulan ke bawah. 

Pasal 24 

TUNJANGAN KESEJAkTERAAf'I 

Perusahaan memberikan lunjangan k!'Sejahteraan sesual dengan harga makan di kantln 
Perusah aa n. 

2 Yang berhak mendapalkan tunjangan kesejahteraan adalah Karyawan I Karyawati let:ap. 
3. Untuk Karyawan Harian maupun Bulanan, tunjangan kesejahteraan d iberikan pada akhil 

bulan 
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4 . Tunjangan kesejahteraan tersebut bukan termasuk tunjangan tetap. 
5 . Pe11Jsahaan akan memberikan pakaian seragam kerja yaitu 2 (dua) stel l per tahun. 

Pasal 25 

SUMBANGAN PERKAWINAN 

1. Bagi Pekerja yang melangsungkan perka-Mnannya yang pertama akan mendapatkan 
sumbangan dari Pengusaha sebesar Rp. 150.000,00 ( Ser-atus lima puluh ribu rupiah ). 

2. Bagi Pekerja yang melangsungkan perkawinan kedua karena ictri / suami meninggal dunia, 
akan mendapatkan sumbangan dari Pengusaha sebesar Rp. 150.000,00 ( Seratus lima 
puluh ribu rupiah ). 

3. Bagi Pekerja yang melangsungkan perk;iwinan kedua dan seteru9"lya karena cerai, maka 
Pengusaha tidak memberikan sumbangan. 

4. Sumbangan perkawinan dibe rikan apabila Karya-,,.,an / Karyawati melapor dan memberikan 
tanda bukti / surat yang diperlukan. 

5, S·Jmbangan perka'Mnan diberikan dengan kelentuan masa kerja Karyawan / Karyawati 
m:nimal 2 (dua) tahun. 

6. Dctlam hal keduanya bekelja di PT. Surya Plastindo, maka sumbangan hanya diberikan 
kepada salah satu saja. 

PasaJ.i§ 

SUMBANGAN KELAHIRAN 

1. Bagi Pekerja wanita atau istri pekerja yang melahirkan anak pertama atau kedua, Pengusaha 
akan memberikan sumbangan sebesar Rp. 150.000,00 ( Seratus lima puluh ribu rupiah). 

2. Dalam hat keduanya bel: .. rja di PT. Surya Plastindo, maka sumbangan hanya diberikan 
kepada salah satu saja. 

3. Sumbangan kel..J,ira., diberikan apabila Karyawan / Karyawati tersebut menyerahkan landa 
bukti / surat-surat yang ~ah d3ri instansi yang berwenang. 

4. Dalam hal sumbangan ini lidak diberikan lagi bagi kelahiran anak ketiga dan seterusnya. 

Pasal 27 

BEASISWA ANAK 

1. Perusahaan memberikan beasiswa bagi anak-anak karyawanlkaryawali PT. Surya Plastindo 
yang mendapat ranking I di sekolahnya . 

2. Pengaturan penerimaan bea siswa akan diatur lersendiri oleh Perusahan. 
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Pasal 28 

SU MBANGAN KEMA TIAN 

1. Pekerja datam hat ini keduanya ( suami / istri ) bekelja di PT. Surya Plaslindo, maka hanya 
ahli waris dari Pekerja yang meninggal ( suami / istri) akan mendapatkan sumbangan 
kematian sebesar Rp . 300.000,00 ( Tiga ratus ribu rupiah). 

2. Apabila keduanya bekerja di PT. Sur::a Plast,ndo dan keduanya m eninggal duni a. maka ahli 
warisnya akan mendapat sumbangan kem atian dari Pengusaha sebesar Rp. 700.000,00 ( 
Tujuh ratus ribu Npiah). 

3. Apabila suami atau isb"i Pekerja PT. Surya Plaslindo meninggal dunia, maka Pekerja 
m enerima sum bang an kematian sebesar Rp. 250.000,00 ( Dua ratus lim a puluh ribu rupiah ). 

4. a. Apabila anak pertama atau kedua dari Pekerja meninggal ct·inia, maka akan diberikan 
sumbangan kem atian sebesar Rp. 250.000,00 ( Dua ratus ~ma puluh ribu rupiah). 
Dalam hal ini , anak l i!rsebut belum berusia 22 tahun dan atau belum menikah. 

b . Apabila orang tua kandung a tau mertua Pekerja meninggal dunia, m aka akan dibelikan 
sumbangan kem atian sebesar Rp. 250.000 ( Dua ratus Lima puluh ribu rupiah). 

5. Sumbangan Kematian diberikan apabila Karyawan / Karyawati ( Ah li wari!llya ) 
menyerahkan surat - surat yang sah dari instansi yang berwenang. 

Pasal 29 

FASILITAS UMUM 

1. Bagi Karyawan / Karyawati yang beragama Islam diberi plioritas untuk menjalankan sholat 
bila sudah waktunya ditempat yang sudah disediakan oteh Perusahaan. 

2. Pengusaha menyediakan kantin untuk makan / mlnum bagi Pekerja. 
3. Pengusaha menyediakan kendaraan antar jemput sesuai jalur yang l elah ditentukan dengan 

tern pat duduk dan kapasijas yang mem adai. 
4. Pengusaha menyediakan tern pat untuk buang air kecil / besar. 
5. Pengusaha menyediakan tempat par1<ir untuk Pekerja. 
6. Pengusaha menyediakan ruang pertemuan untuk Pekerja. 
7. Kebersihan dan kerapiah tempat-tempat diatas supaya dipe~hara oleh seluruh Karyawan / 

Karyawati yang menggunakannya dan ha! ini jug a merupakan tanggung jawabnya. 

Pasal 3_0 

PROSEOUR PENYELESAJAN KELUH KESAH 

1. Cara penyarnpa1an r.eluh kesah dapat secara tertulis dan secara lisan yang disampaikan 
m elalui atasannya tang sung. 

2 Apabila Atasannya langsung tidak bisa menyelesaikan atau Pekerja tidak puas alas 
penyelesaiannya m aka Pekerja dapat m engajukan masalahnya kepada Atasan yang lebih 
tinggi. 

3. Apabija atasan yang lebih tinggi ~dak bisa menyetesaikan atau Pekerja belum puas alas 
penyelesaiannya m aka Pekerja dapat meminta bantuan kepada pengurus Serikat Pekerja 
mewaki li atau mendampingi Pekerja untuk menyelesaikan di tingkat Bipartid. 

4. Unjuk rasa tanpa pemberitahuan kepad-a Pengurus Unij Kerja (PUK) F SP-KEP atau 
Perusahaan, m aka akan dikenai sanksi sesuai aturan yang berlaku ( Undang-Undang No. 9 
tahun 1998 ). 
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Pa~a l_31 

P EN U TUP 

1. Semua hak dan kewajiban kedua befah p ihak yang lelah diatur dalam KKB ini akan 
dilaksanakan sebagalmana meslinya dengan penuh tanggung jawab. 

2. Hal-hal yang belum tercantum dalam KKB ini akan diatur tersendiri berdasarkan ha sil 
m usyawarah 1-:edua belah pihak. 

3. Perubahan ( Penam bahan / Pengurangan ) isi KKB ini dapat dilakukan sewaktu-waktu 
apabila dipandang per1u dan ditempuh m elalui prosedur / jalur yang telah ditetapkan. 

4. Setel ah m endapat pengesahan dari pihak yang berwenang , i si KKB i ni aka n disebar1uaskan 
sesuai pasal 1. 

5. KKB ini ber1aku sejak ditandatangani / di sahkan untukjangka waktu 2 tahun. 
6. Apabila m asa berlaku KKB i ni telah habis, dan salah satu pihak tidak menyampaikan usul 

untuk mengadakan perubahan, maka masa ber1aku KKB ini akan dirundingkan untuk 
d1perpanjang dengan memoeritahukan pada Disnaker setempal 

RRl3PT . Surya Plttt~ ·---~ 

PIHAK - PIHAK YANG BERlJ_NDING 

PffiAK PENGUSAHA 

I. OKA MULYANTO 
( PLANT MANAGER) 

2 . fr. RUDY SUOIYANTO, MM 
(MANAOERMARKET!NO) 

3. RUB.EN BUDIONO 
( KA.DEPT. LOOIS TIK) 

4 . WA O L>,,fAN 
( KA .DEPT. HRD ) 

5. HAEZER MELA TUN AN, ST 
( KA.DEPT. PROD UK SI ) 

( ... ......... ...... ) 

( ...... ............ ) 

( .................. ) 

( ......... ...... ... . ) 

( ................... ) 

6. ROSANA WAT!, SSi ( .•...•... •.... , ... ) 
( KA DEPT. QA) 

7. LOUIS A. SE ( ... ... ... . . . ... . . • . ) 
( KA.DEPT. A ccot· KTINO I 

8 . HARIYUDHIP., S T ( ..... . ..• ......... ) 
{As~KA.DEPT . EKOINEERING) 

9 . SYAMSULRlfA'I ( ... .............. . ) 
(Au. KA.DEPT. HRD ) 

10 . STEFANUS D., S T ( ... .. ............. ) 
(Ass. KA.DEPT. PRODUKS I ) 

I I. SR! UTAMI, Ssi. M).f ( ... .. .......... .... ) 
(Ass. KA.DEPT. QA) 

12. INDRASUHARDHO,ST ( ... . ... ........ ... ) 
(SUPERVISOR PRODUKSI) 

13 . CATURc-lDRAW .. ST ( ...........•... . .. ) 
( SUPERVISOR PRODUKSI ) 

14 . MESWA!STORO, SE ( ........ . ......... ) 
(Ass. KA BAO HRD) 

15. WIWIED L .• SH 
(STAF H RD) 

( ... ............... ) 

PlllAK KARYAWAN 

I. SUNANOAR 
(K!!TUA IF SP Kl!P) 

2 . NILWANISWAJI 
( KE TU A D F SP KEP) 

( ...... ............ ) 

( .................. ) 

3 .Dra. TRI WANITANINOSIH( . .. ............... . ) 
( SEKRETA RIS ) . 

4 . IMAM MALIKP. 
( PLENO) 

S. CHAMDIBASOkl 
(PLENO) 

( ................... ) 

( ................... ) 

6 . EDI SURAN TORO ( . . . . .... ...... .. ... ) 
( PLENO) 

7 . OA TOT SUBROTO. SE ( ........•... ... .... ) 
( A NOOOTA) 

8. FIRM ANSY AH l .. .......... ....... ) 
(ANOGO TA / 

9 . OEMBONO DWI P . ( . .. ..... . .. . . .. . . .. ) 
( ANOOOTA) 

10. M . lORA ( .. ........ .. ... .... ) 
(ANOOOTA) 

11. M ARJONO ( . ....•...... . .. .... ) 
( ANOOOTA) 

12 . SUNYOTO ( ........ . ... ....... ) 
( ANOOOTA) 

13. HERIY ANTO ( ..... .......... ... . ) 
( ANOOO TA) 

14. EDI SANTO SO ( ........ ........... ) 
( ANOOOTA) 
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